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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Tranditeras Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan tranditerasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat padatabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
Alif - -
Ba’ B Be
Ta’ T Te
Sa’ S Es dengan titik di atas
Jim J Je
Ha’ H Hadengan titik di bawah
Kha Kh Kadan ha
Da D De
Zal z Zet dengan titik di atas
Ra’ R Er
Zai Z Zet
Sin S Es
Syin Sy Esdan ye
Sad S Es dengan titik di bawah
Dad D De dengan titik di bawah
Ta T Te dengan titik di bawah
Za Z Zet dengan titik di bawah
‘Ain ‘ Komaterbalik di atas
Gain G Ge
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Fa F Fa

Qaf Q Qi

Kaf K Ka

Lam L El

Mim M Em

Nun N En

Wau W We

Ha’ H Ha
Hamzah ’ Apostrof
Ya’ Y Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokanya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda
)

2. Vokal

Voka bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
tranditerasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i fathah a a
\ kasrah i i
i dammah u u

Voka rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, trandliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
s fathah dan ya’ ai adan i
5 fathah dan wau au a dan u




Contoh:
s -kaifa

Jsa: haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
trandliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
& ... |V ... | fathahdan alifatau ya’ a a dan garis di atas
— kasrah dan ya’ i i dan garis di atas
2 dammali dan wau u u dan garis di atas
‘mata
rama
J&: gila
<% 1 yamatu

B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adal ah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta‘ala
SAW. = Sallallahu “Alaihi Wasallam
AS = ‘Alaihi Al-Salam
= Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
L = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup sgja)
W = Wafat Tahun

QS .../...: 4 =QS al-Bagarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Sapwan, 2023. “Mediasi Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kota Palopo
(Studi Kasus atas Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-PLP)”. Tesis
Program Studi Hukum Islam Fakultas Ahwalsyahsiya Pascasarjana
Institut Agamalslam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Sukmawati dan
AnitaMarwing.

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana proses mediasi dalampenyelesaian
sengketa waris di  Pengadilan Agama Kota Paopo perspektif hukum
|slam(StudiPutusanNomor 664/Pdt.G/2018/PA -
PLP)?selanjutnyayangmenjadisubmasalah dalam pendlitian ini, vyaitu: 1)
Bagaimanakah mekanisme pengajuan gugatan waris di Pengadilan Agama Kota
Palopo?; 2) Bagaimanakah upaya Mediator dalam mendamaikan sengketa waris
di Pengadilan Agama Kota Palopo?; 3) Bagaimanakah pelaksanaan putusan
sengketa waris yang diselesalkan melaui Mediasi di Pengadilan Agama Kota
Palopo?. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research
kualitatifdeskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-
yuridis.AdapunsumberdatapenelitianiniyaituPutusanperkaraN omor
664/Pdt.G/2018/PA-

PL P,K etuaPengadilan,WakilK etuaPengadilan,HakimM ediator, dan
PaniteraMetode  pengumpulan data yang  digunakanadalahobservas,
wawancaradan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses
mediasi dalam sengketawaris pada putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-PL Psecara
garis besar telah sesuaidengan aturan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Medias di Pengadilandan telah mencapai perdamaian. Pelaksanaan mediasi tidak
mencapal batas waktu30 hari kerja sebagaimana diatur dalam PERMA,
Perdamaian mediasi di mana
medi atormel akukanpertemuansecarabersamaanantarakeduabel ahpi hakdanmenden
garkan  kesimpulan masing-masing sehingga mencapai  kesepakatan
dandibuataktaperdamai an.Prosesmediasi dalamputusanNo.Nomor
664/Pdt.G/2018/PA-PLP ditinjau dari hukum Islam sesua dengan konsep
Sulhataul slahdankonsepHakam. Penyel esai ansengketawari spadaprosesmediasinya
dilakukan berdasarkan ketentuan pembagian hukumkewarisanlslam.Implikas dari
Penelitian ini yaitu: 1). bagi para pihak yang
bersengketaterutamamengenai sengketakewari sanl slam, parapi hakharus ebihmemp
rioritaskanhubungankekerabatandari padaharta.2).Apabilatel ahmeninggal

seseorang dan  meninggalkan  harta warisan  dan  ahli  waris,
hendaknyahartawari sanitusegeradi bagi sebel umkeutuhanhartawari santerbagi -
bagi,berpindah tangan dan dikuasai oleh orang lain. 3). Mediator yang
menangani sengketa kewarisan harus memiliki skill dalam melakukan pendekatan
terhadappara pihak, perlu adanya peningkatan jumlah mediator yang bersertifikat
untuklebihmemudahkan penerapanmediasi dipengadilan.

Kata Kunci : Sengketa Waris, Medias,
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ABSTRAK

Sapwan, 2023. "Implementation of Inheritance Dispute Decisions Resolved
Through Mediation at the Palopo City Religious Court (Case Sudy of
Decision Number 664/Pdt.G/2018/PA-PLP)". Thesis of the Islamic Law
Sudy Program, Faculty of Ahwalsyahsiya, Postgraduate, Palopo Sate
Islamic Institute. Supervised by Sukmawati and Anita Marwing.

The main problem of this research is how is the mediation process in resolving
inheritance disputes at the Palopo City Religious Court from the perspective of
Islamic law (Decision Sudy Number 664/Pdt.G/2018/PA-PLP)? then the sub-
problems in this study are: 1) What is the mechanism for filing an inheritance
lawsuit at the Palopo City Religious Court?; 2) What are the efforts of the
Mediator in reconciling inheritance disputes at the Palopo City Religious Court?;
3) How is the implementation of inheritance dispute decisions resolved through
Mediation at the Palopo City Religious Court? This research includes field
research or descriptive qualitative field research with a normative-juridical
research approach. The data sources for this research are Case Decision Number
664/Pdt.G/2018/PA-PLP, Chief Justice, Deputy Chief Justice, Judge Mediator,
and Registrar. Data collection methods used are observation, interviews and
documentation. The results of this study indicate that the mediation process in
inheritance disputes in decision Number 664/Pdt.G/2018/PA-PLP is in broad
outline in accordance with PERMA rules No. 1 of 2016 concerning Mediation
Procedures in Courts and has achieved peace. The mediation implementation did
not reach the 30 working day deadline as stipulated in PERMA, Mediation Peace
in which the mediator held meetings simultaneously between the two parties and
listened to each other's conclusions so that an agreement was reached and a
peace deed was drawn up. The mediation process in decison No. Number
664/Pdt.G/2018/PA-PLP in terms of Islamic law is in accordance with the
concept of Sulh or Islah and the concept of Hakam. Settlement of inheritance
disputes in the mediation process is carried out based on the provisions of the
division of Islamic inheritance law. The implications of this research are: 1). for
the parties to the dispute, especially regarding disputes over Islamic inheritance,
the parties must prioritize kinship over property. 2). If someone has died and left
an inheritance and heirs, the inheritance should be divided immediately before the
integrity of the inheritance is divided, changed hands and controlled by another
person. 3). Mediators who handle inheritance disputes must have skills in
approaching the parties, it is necessary to increase the number of certified
mediators to make it easier to implement mediation in court.

Keywords: Inheritance Disputes, Mediation,
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Konteks Pendlitian

Daam tatanan kehidupan berkeluarga, perkara yang berkaitan dengan
warisan sering menimbulkan permasalahan.di mana permasal ahan tersebut sering
menyebabkan sengketa dan perpecahan dalam keluarga di mana permasalahan
tersebut seharusnya menjadi ranah kehidupan keluarga yang dapat diselesaikan
secara kekeluargaan, tanpa harus melibatkan pihak luar  ataupun
pengadilan.Karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharunya
mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan
masing-masing pribadi.

Islam diyakini sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta,
terutama dalam mewujudkan masyarakat yang ideal. Sehingga islam sangat
menganjurkan manusia untuk hidup dengan damai dengan manusia yang ada di
sekitar, tidak ada perselisihan antara satu orang dengan orang yang lain, agar
tercipta masyarakat yang damai, aman, dan tentram tanpa ada masalah. Mengatur
berbaga perikehidupan, diperlukan suatu peraturan yang dibuat, disepakati, dan
ditaati oleh manusia atau sekelompok orang.Peraturan-peraturan yang dibuat itu,
umumnya dipahami dan diartikan sebagai hukum atau undang-undang.Peraturan-
peraturan itu kemudian dituangkan kedalam hukum tertulis yang besifat mengikat
kepada semua lapisan masyarakat.'Hukum waris adalah hukum yang mengatur
tentang perdihan harta kekayaan yang ditinggakan seseorang Yyang

meninggalserta akibatnya bagi para ahli warisnya.Pada asasnya hanya hak-hak

1 Supardin, Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonsrtuks Materi Perkara Tertentu), (Cet. |; Makassar:
Alauddin University Press, 2016), h. 1.



dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda sgja yang
dapat diwaris. Sengketa kewarisan bukanlah hal yang mudah untuk di selesaikan
karena pembagian-pembagian kewarisan harus bersumber dari Al-Qur’an, Hadis,
dan juga Ijma, maka dalam proses penyelesaian sengketa kewarisan sangatlah
rumit. Sehingga pada proses penyelesaiannya dibutuhkan pengetahuan tentang
kewarisan secara mendalam,agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagiannya.
Mediasi dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan
penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dengan
pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi
salah satu instrumen efektif mengatass masalah penumpukan perkara di
pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan
dalam penyelesaian sengketa.?

Keberadaan Peradilan agama sebaga suatu lembaga pelaksana kekuasaan
kehakiman yang ketentuanyatelah di atur dalam undang-undang. Peradilan agama
merupakan suatu lembaga pel aksana kehakiman, yang salah satu fungsinya untuk
menyelesailkan sengketa warisan bagi yang beragama islam. Ha tersebut
dimaksudkan bahwa apabila terjadi sengketa pembagian harta warisan tidak
terjadi perselisihan dan tumpang tindih dalam kewenangan peradilanya.

Proses persidangan mengenai sengketa warisan dimuka peradilan, maka
jelasah kedudukan para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Yang dimana
para pihak mempunyai keinginan besar mengenai makna keadilan. Meskipun

dalam realitasnya belum tentu setiap putusan yang dihasilkan mencerminkan rasa

2Effendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: Rgjawali Pers, 2015), h. 3.



keadilan, karena dalam hal ini putusan yang dianggap adil bagi salah satu pihak
belum tentu dianggap adil oleh pihak lain yang berperkara. Namun apapun alasan
itu, tujuan utama seseorang mengajukan gugatan dimuka peradilan adalah untuk
mendapatkan keadilan dan kepastian hukumnya, dimana sengketa yang berperkara
antar para pihak mampu diselesailkan dengan melihat hak-hak dan kewajiban-
kewagjiban para pihak yang harus dipenuhi.

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan
perdamaian (court connected mediation) dengan landasan filosofisnya ialah
Pancasila yang merupakan dasar negara kita terutama sila keempat “Kerakyatan
yang dipimpinoleh Hikmat K ebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan”.Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya
menghendaki, bahwa upaya penyel esaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan
melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat
kekeluargaan.Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara
hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian diantara
pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam
praktik hukum Islam. Mediasi merupakan istilah baru yang di dalam hukum Islam
disebut dengan tahkim.Tahkim berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan
putusan pada seseorang dan menerima putusan itu.Selain itu tahkim juga
digunakan sebaga istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk
mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Dalam istilah lain dapat

dinyatakan bahwa tahkim dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan



sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk
memilih seorang hakam (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap
netral yang mampu mendamaikan ke dua belah pihak yang bersengketa.

Di dalam istilah hukum Islam di Indonesia, tahkim didefinisikan sebagai
mediasi. Mediasi merupakan cara penyel esaian sengketa secara damai yang tepat,
efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk
memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Prosedur mediasi
di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan
mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Secara
normatif, mediasi berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui
proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu
oleh mediator.

Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya.
Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem
peradilan. Sistem Hukum Indonesia (dalam hal ini Mahkamah Agung) lebih
memilih bagian yang kedua yaitu medias dalam sistem peradilan atau court
annexed mediation atau lebih dikenal court annexed dispute resolution.
Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk
mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) ke dalam

proses peradilan (litigasi)) dengan mengoptimalkan lembaga mediasi yang

3 TM.Hashi,Peradilan dan Hukum Acara Islam, Yogyakarta: (PT Al-Maarif 2017), him. 69



merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya
murah.’

Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun Rbg yang bernuansa kolonial
dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg telah meletakkan konsep dasar lembaga damai di
pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu
mendorong penyelesaian perkara secara damai. Hal ini disebabkan oleh berbagai
faktor baik dari pencari keadilan itu sendiri dan dari hakim itu sendiri yang tidak
berupaya secara maksimal memberdayakan upaya perdamaian tersebut.Salah satu
penyebabnya adalah cenderung sekedar melaksanakan formalitas dalam
menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai,
sekedar menyampaikan diawal persidangan, selebihnya hakim tidak
mengupayakan langkah-langkah yang tepat untuk upaya perdamaian tersebut.
Untuk itulah dalam delapan tahun terakhir ini Mahkamah Agung telah berupaya
untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa di
pengadilan dengan lembaga mediasi yang merupakan bagian dari proses
penyelesaian perkara di pengadilan.®

Kemampuan mediator dari hakim. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat
(2) yang mensyaratkan pada asasnya hakim wajib memiliki sertifikat mediator
namun dalam hal di wilayah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, dan profesi
bukan hukum yang bersertifikat mediator, maka hakim di lingkungan Pengadilan
berwenang menjalankan fungsi mediator. Sehingga sertifikas mediator belum

sepenuhnya dilaksanakan. Praktik mediasi oleh mediator dari hakim cenderung

4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4)
5 Ainal Mardhiah, “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008,” Kanun
Jurnal [lmu Hukum, No. 53, (April, 2011), him. 155-156.



memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di
depan persidangan. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama masih
jauh dari yang diharapkan.Kurang dari 10% dari perkara-perkara perdata yang
diterimadi Pengadilan Agama, dapat diselesaikan melalui mediasi.

Proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan merupakan bagian yang
sangat penting dalam menciptakan asas keadilan dalam pembagian harta warisan.
Aturan hukum mengenai hukum waris di Indonesia setidaknya secara sosiologis
masih terdapat pluralisme, dalam artian bahwa masih diperbolehkan kepada pihak
yang berkepentingan untuk melakukan pembagian warisan/pusaka berdasarkan
aturan hukum yang disukai (choice of law). Adapun atauran itu ialah:

1. Hukum Adat berdasarkan adat masing-masing, yang berlaku bagi seluruh
penduduk Indonesia baik Bumi Putera maupun keturunan Timur Asing
selain Tionghoa, dan

2. Hukum Islam berdasarkan Alquran, Hadis dan Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompolasi Hukum Islam.
Pembagian warisan, khususnya yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

(sebagaimana hukum lain) ada kalanya berjalan damai tanpa sengketa, namun ada
kalanya pula harus ditempuh melalui sengketa. Dalam hal terjadinya sengketa,
maka kewagjiban pengadilan agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan
sengketa waris di pengadilan agama.Persoalan inilah yang sampai sekarang masih
sering menjadi polemik di masyarakat.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa sengketa tersebut dapat

diselesaikan di Pengadilan Agama berdasarkan asas “personalitas keagamaan”,



tetapi boleh pula diselesaikan di Pengadilan Negeri berdasarkan asas “kompetensi
hakim”. Namun bila diteliti lebih dalam maka seharusnya asas kompetensi hakim
ini tunduk pada asas personalitas keagamaan, dimana bila yang mengajukan
perkara seorang yang beragama Islam maka hakim Pengadilan Negeri harusnya
menolak perkara tersebut mengingat adanya bunyi penjelasan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama “Para Pihak sebelum berperkara
dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam
pembagian warisan,” dinyatakan dihapus.” ® Hal ini dipertegas pula oleh
Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tepatnya pada Pasal 1
ayat (1) dimana dikatakan “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang
yang beragama Islam.” "Jadi setiap perkara warisan antara orang-orang yang
beragama Islam (seharusnya) hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.
Namun dalam kenyataan sosiologis asas personalitas keagamaan ini sering
dikesampingkan oleh asas kompetensi hakim.Hal ini diperkuat dengan doktrin
bahwa setigp bidang hukum perdata termasuk kewarisan bersifat mengatur
(regelend) dan tidak bersifat memaksa (dwingen).Dan pemilihan mengenai
pengadilan mana yang berhak mengadili sengketa waris dapat disahkan melalui

persetujuan pihak-pihak yang bersengketa.Hakim tidak berwenang memaksa

6Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.
7 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undangNomor 7 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.



pilihan hukum tertentu bagi para pihak.Sehingga masih dimungkinkan adanya
pilihan hukum (choice of law).?

Untuk mengetahui bagaimanakah upaya Mediator dalam mendamaikan
sengketa waris tersebut, dan bagaimana Mgelis Hakim (Hakim Pemeriksa
Perkara) mengeluarkan putusan atas sengketa waris yang diselesaikan melalui
mediasi, penulis merasa tertarik mengadakan sebuah penelitian berupa tesis
dengan judul Mediasi Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kota Palopo (Sudi

Kasus atas Putusan Nomor 664/PDT.G/2018/PA-PLP).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan konteks penelitian di atas maka adapun rumusan masalah pada

penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Bagaimanakah mekanisme pengajuan gugatan waris di Pengadilan Agama
Kota Palopo ?

2. Bagaimanakah Mediasi sengketa waris yang dilaksanakan oleh Mediator di
Pengadilan Agama K ota Palopo ?

3. Bagaimanakah hasil putusan sengketa waris yang diselesaikan melalui
Medias di Pengadilan Agama K ota Palopo ?

C. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan pada peneltian yang

akan dilakukan yaitu :

8 Sabarudin, “Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang diselesaikan Melalui Mediasi di Mahkamah
Syar’iyah  Lhoksukon (Studi Kasus atau Putusan Nomor: 493/PDT.G/2015/MS-LSK)”, Diakses dari
http://repository.uinsu.ac.id/ pada 02 Desember 2020, pukul 19:14



1. Untuk mengetahui mekanisme penggjuan gugatan waris di Pengadilan

Agama K ota Palopo;

2. Untuk mengetahui upaya Mediasi sengketa waris yang dilaksanakan oleh

Mediator di Pengadilan Agama K ota Palopo;
3. Untuk mengetahui hasil putusan sengketa waris yang diselesaikan melalui
Mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka adapun manfaat dari

penelitian ini diharapkan dapat memberikan konrtibusi berupa:

1. Secara teoritis berupa kgian dan pengembangan ilmu hukum khususnya
dalam ilmu hukum kewarisanlslam;

2. Secara praktis penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan
pemikiran bagi pemerintah, DPR, DPRD, DPRA, DPRK, Pengadilan
Agama, dan pihak-pihak yang terkait ddam pengembilan kebijakan yang

berkaitan dengan hukumwaris.

E. Sistematika Penulisan
Daam pendlitian ini, peneliti membagi dari lima bab yang dimulai
dari bab satu sampai bab lima sebagi kesatuan utuh yang tak terpisahkan.
Adapun sistematikapenulisan dari penelitian ini sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan: Dalam bab ini peneliti mengemukakan Konteks

Penelitian, Rumusan Masalah,Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistemtika

Penulisan ini.



Bab Il yaitu: Kagjian Pustaka: bab ini membahas tentang Penelitian
Terdahulu  Yang Relavan,serta Kgjian Teoritis yang berkaitan dengan judul
penelitian, adapun kajian teoritis tersebut yaitu 1) Pengertian Hukum Waris,2)
Sengketa Waris, 3) Medias, 4) Mediator dan Kerangka Fikir.

Bab Ill Metode Penelitian:bab ini membahas tentang Pendekatan dan
jenis penelitian, Fokus Penelitian, Definisi Istilah, Sumber Data, Instrumen
Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Kabsahan Data.

Bab 1V Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini memuat hasil pendlitian
dan pembahasan tentang mekanisme Pengajuan Gugatan Waris di pengadilan
agama kota palopo, Upaya Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Waris di
pengadilan agama kota palopo, dan Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang
Diselesaikan melalui Mediasi di Pengadilan Agama K ota Palopo.

Bab V Penutup: Bab ini beris Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini

untuk perbaikan-perbaikan yang dapat di lakukan poleh peneliti.
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BAB |1
KAJIAN PUSTAKA

A. Pendlitian Terdahulu Yang Relevan
Penelitian terdahulu ini akan membantu peneliti dalam menjelaskan
permasal ahan-permasalahan secara lebih rinci. Oleh karena itu, selanjutnya akan
dikemukakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para pendliti

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang diselesaikan Melalui Mediasi di
Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon (Studi Kasus atau Putusan Nomor
493/PDT.G/2015/MS-LXK), oleh Sabarudin, Program Studi Hukum Islam,
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2016.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Medias dalam Perkara Waris di Pengadilan
Agama Negeris Surakarta, oleh Irfan Annur Khayah,Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Surakarta Tahun 2010. Penelitian ini di lakukan di Pengadilan
Agama Negeri Surakarta dan yang menjadi objek kajian adalah proses Mediasi
di Pengadilan Agama Negeri Surakarta.

3. Peranan Mediator dalam Menyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan
Agama Sengkang Kelas 1 B, olen Andi Musfira Asnur, Pascasarjana
Universitas ISlam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017. Penelitian ini di
lakukan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B dan yang menjadi objek
kajian adalah Peran Mediator di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B.

Adapun persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang

akan dilakukan calon peneliti yaitu sama-sama akan melakukan penelitian tentang
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hukum waris yang diselesaikan melalui Mediasi. Lokas penelitian dilakukan di
Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yaitu
tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mediator mendamaikan
sengekta waris dan cara menyel esailkannya melalui mediasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Waris

Secara umum hukum waris dapat diartikan sebagai norma yang mengatur
tentang pembagian harta warisan. Hukum waris menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) adalah hukum yang mengatur tentang nasib harta peninggalan
pewaris. ° Memahami pengertian hukum waris, penulis mengutip beberapa
penjelasan paraahli :

a. Wirdjono prodjodikoro, hukum waris adalah hukum atau peraturan yang
mengatur, tentang apadanbagaimana berbagai  hak-hak  dan
kewajibantentang kekayaan seseorang pada waktu ia meningga dunia
akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.*®

b. R. Subekti ddam RR Wati, M Zulfikar mengatakan hukum waris
mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia
meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-
akibat hubungan kekel uargaan terhadap harta peninggal an seseorang.™*

c. Hukum kewarisan adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuat
undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang

terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya

9Arti HukumWaris di Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.lektur.id/hukum-waris ; Akses Jum’at
3/3/2023 Pukul 20:09 WITA

10 Jaya. Dwi Putra, 2020, Hukum Kewarisan di Indonesia, (Zara Abadi;Bengkulu) halaman. 1

" RR Wati, M Zulfikar, Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata dan Kompilas Hukum Islam, 2018 (
Gunung Pesagi;Bandar Lampung) halaman. 3
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dengan pihak ketiga (Hartono, Suryopratiknyo, dalam A. Sukmawati
Assaad).*?

Hingga kini pelaksanaan hukum waris di indonesia masih sangat pluralistik
(beragam). Ditinjau dari sistem pembagian warisan yang diterapkan di Negara
Kesatuan Republik Indonesia terdapat tiga sistem hukum kewarisan yang, yakni
hukum waris islam, hukum waris adat, dan hukum waris Barat yang tercantum
dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat
karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal,
tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem
kekeluargaan masyarakat Indonesia.

1. Hukum Warislslam
Pembahasan mengenai pengertian hukum waris menurut hukum Islam
akan penulis mulai dari penelusuran mengenai asal-usul kata. Di dalam
literatur hukum di Indonesia istilah warisan sering digunakan kata “waris”
atau warisan. Kataini sendiri berasal dari bahasa Arab yang,dlar&kﬁnﬂquan
harta peninggalan dari orang yang meninggal.**yang secara etimologi memiliki
beberapa makna, yaitu:
a Intigal() $épérti fulan waratsa abahu maknanya memindahkan harta
kepada si fulan setelah meninggal ayahnya (js\ataintigallni jgeakalanya
hakikat memindahkan harta kepada ahli warits atau makna memindahkan

iIlmu, seperti sabda Rasulullah saw :
V) &y on slalall O]

12 Assaad. A. Sukmawati, Dinamika Sstem Waris Islam dan Waris Adat di Gowa, cetakan pertama 2022
(Eureka Media Aksara; Purbalingga) halaman 4
M Dhamrah Khair, Hukum Kewarisan Islam,(Bandar Lampung,2011), h .11
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"Sesungguhnya Ulama itu adalah pewaris para Nabi”**b. Al-amr al-gadim
(e ,aY), seperti (68 o e 2V e JoY1 <))
maknanya orang pertama mewaris satu urusan yang lama kepada orang
lain.™
b. Al-mirats(<!l)maknanya (<.t = &)l JW) artinya harta yang diwariskan
dari mayit.*®.
c. Al-ashl( oY) seperti: (32l Jof 3 of Gaall &) & 58).7
d. Al-bagiyah( a.iJ! ) seperti (e i clsl o &)Y 42 1is) sebagaimana dalam
dalam hadis Nabi :
Sela e lges 1 L 1e Lol ) LY mr o) S ooy ade W Lo of )
(il Sl r ) o oSS o
Artinya:
“Sesungguhnya Nabi saw., mengutus Ibn Murabba’ al-Anshari kepada

penduduk ‘arafah, maka ia (ibnu murabba’) Jadilah kamu atas

mensyi’arkan ini, maka sesungguhnya kamu meneruskan dari agama

Ibrahim’.18

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, waris dalam bahasa Arab adalah
bentuk  mashdar (infinitif)  dari kata  waritsa—yaritsu-irtsan—
miratsan. ° Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari
seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Kata

waris berasal dari bahasa Arab mirats.

1 Al-Hafidz Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (t.t Dar Ihya* al-
Kutub al-*Arabiyah, t.th), I, h.81.

5 |mam Abi al-Fadl Jamal ad-Din Muhammad bin Mukrim Ibn Manzhur al-Mishri, Lisan al-‘Arab, (Beirut:
Dar Shadir, t.th), Il, h. 111. Lihat juga Az-Zabidi al-Hanafi, Taj al-‘urus min Jauhar al-Qamus, |, h.599.

16 Bathras Bustani, Muhith al-Muhith Qamiis muthawwal al-Lughat al-Arabiyah, (t.t: t.tp,t.th), I, h.16.

¥ 1bnu Manzhur, Op.Cit., h.111.

18 Abi ‘Is& Muhammad bin “Isa Ibn Saurah al-Tirmidzi, al-Jami’ al-Shahth Sunan alTirmidz, cet. |1, (Mesir:
Mushthafa Bab al-Halabf, 1388 H), 111, h.21.

¥ Muhammad Ali al-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Terj. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani
Press, 1995), h. 33. Lihat Ibnu Mandzur, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar Shodir), Juz I1, h.199-201.
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Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang
meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya
Secara terminologi terdapat beberapa perumusan, salah satunya waris
adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagianbagian
yang diterima dari harta peniggalan itu untuk setiap yang berhak.?! Salah
seorang tokoh fikih Indonesia, Hasbi al-Shiddieqy, menjelaskan bahwa “waris
adalah hukum yang mengatur Siagpa-Sigpa yang mewarisi dan yang tidak
mewarisi bagian penerimaan setiap ahli warits dan tata cara pembagiannya”?.
Kitab fikih tidak menggunkan kata war dan tata cara
pembagiannya”®.is, irs, atau mawaaris, tetapi lebih cenderung menggunakan
istilah faraaid.
a. Faraad
Adapun faraaid adalah jamak dari fariidah, yang berasal dari
farada bahasa Arab artinya secara bahasa adalah ( — (alk—
— 4 ) ketetapan atau kepastian “.Istilah fard atau fariidah juga
diartikan dengan kewajiban, karena adanya sesuatu yang telah diputuskan
atau ditetapkan di dalamnya,hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam

surat an-Nur ayat 1.

Sy AL e w6 s G G, G 5,
Terjemahnya: ) )
(ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan
(menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan

di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatnya.*

2 Dian Khairul Umam, Fikih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.11.
2 Muhammad Syarbini al-Khathib, Mughni al-Muhtaj, (Kairo: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1995), 111, h.3.
2 Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, Fikih Mawaris, (Y ogyakarta: t.p, t.th), h.8.
2 Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, Fikih Mawaris, (Y ogyakarta: t.p, t.th), h.8.
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Istilah faraidah juga diartikan dengan ketentuan, sebagaimana di

dalam surat an-nisaayat 11 :

JZ\&;ZwufuuMy\b&fwgﬁj 3% *;i«a;i
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Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua
orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari
dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak
perempuan itu seorang sgja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk
dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunya anak; jika orang yang
meninggal tidak mempunya anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya
(sa@), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meningga itu
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat Seperenam.
(Pembagi an-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia
buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih
dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari kedua ayat yang telah dikutip di atas menunjukkan pengertian
fard atau fariidah atau faraaid dalam bentuk jamak dari fariidah secara
bahasa bermakna keputusan, kewajiban, ketetapan dan ketentuan.

Adapun di dalam bahasa Indonesia faraid diartikan dengan “aturan

pembagian harta pusaka.” Adapun secara istilah diartikan dengan “ilmu

24 Kementerian Agama Ri, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Surabaya: Halim, 2016), h. 121.
% K ementerian Agama Ri, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Bandung,Gramedia 2016), h 221.
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mawaris.” ?° Rasullulah Saw. menggunakan kata faraaid dan tidak
menggunakan kata mawaaris sebagaimana di dalam riwayat imam Muslim

berbunyi:

Lok ade AN Lo I Jgey JB 1 JB Lagze & 2 e ol e
oS3 oy s ¢ e d el o Llal st al 154
Artinya:

Dari Ibn “‘Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda: bagikanlah faraid itu
kepada yang berhak berdasarkan ketetapan Allah, maka bila semua ahli
waris masih ada, yang paling berhak adalah anak laki-laki.?’

Dengan demikian dapat diartikan bahwa faraid semakna dengan
mawaris yang diartikan dengan “soal apakah dan bagaimanakah pelbagai
hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu
ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.” Di
sini dapat diartikan bahwa pewarisan akan berlangsung apabila pewaris
sudah meninggak dunia dan pewaris meninggalkan harta warisan.

Harta peninggalan orang yang meninggal dunia tidak serta merta
dapat dibagi oleh orang yang hidup, kecuali ada hubungan yang
menyebabkan terjadinya kewarisan. Adapun sebab-sebab terjadinya
hubungan kewarisan yaitu:*®
a) Hubungan Keluarga (Nasab)

Hubungan kekeluargaan dibagi dua, yaitu kekeluargaan yang

sebenarnya (haqigi) dan hubungan kekeluargaan yang bersifat hukmi

% Maufiquddin Abi Muhammad ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Magdisy, al-Kafy,
Cet. 1 (Ttp.: Hijr, 1430 H./2009 M), h. 67.

ZIAl-lmam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjgj al-Qusairy an-Naisabury, Sahih Muslim, Cet. 1. (Riad: Dar al-
Mugny, 1419 H./2008 M.), h. 871.

% Mardani, Hukum Kewarisan Idamdi Indonesia, h. 27-28.
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(yang kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan budak).
Hubungan keluarga atau nasab hagiqi ini dapat berupa hubungan orang
tua dengan anak, saudara, paman, bibi dan lainnya, di mana hubungan
itu dapat dihubungkan kepada orang tua.

b) Hubungan Perkawinan

Seorang mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal
dunia, karena adanya hubungan pernikahan atau perkawinan, seperti
antara suami dengan isteri atau sebaliknya.

¢) Hubungan Agama (Sesama Muslim)

Dalilnya hadis Nabi Muhammad Saw.: “Orang Islam tidak
mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang
Islam” (HR.Jama"ah). Bila seorang meninggal duniatidak mempunyai
ahli waris, maka harta peninggalanya diserahkan kepada baitul mal
untuk umat Islam, sebagai warisan.

d) Hubungan Wala“ (Sebab Memerdekakan budak)

Yaitu maikan mewaris kepada budaknya yang telah ia
merdekakan, tidak sebaliknya. Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi,
karena setelah Islam datang, perbudakan bertentangan dengan syariat
Islam..

b. Sistem Kewarisan menurut Hukum Islam
Kita dapat mengetahui sistem kewarisan menurut hukum Islam
yang berdasarkan kitab suci Al-Qur’an dan Hadis yang telah diterangkan

pada pasal bab pertama. Sistem kewarisan Islam tersebut juga tidak
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terlepas dari latar belakang kehidupan masyarakat Arab yang

patrilinial.Untuk pembahasan mengenai sistem kewarisan menurut huku

Isam akan penulis paparkan dengan merinci beberapa aspek yang

berhubungan dengannya:

1)

2)

Sebab-sebab Kewarisan
Adapun sebab kewarisan yang utama adalah karena adanya
peristiwa kematian, seseorang yang meninggal dunia ada kemungkinan
memiliki harta.Kemudian ada ketentuan syari’at bahwa orang yang
telah meninggal tidak lagi dikenakan hak maupun kewajiban.Menurut
ketentuan yang telah ditetapkan olehsyari’at Islam di saat kematian
telah terjadi perpindahan hak atas hak milik dengan sendirinya.Dinilai
dengan kenyataan sangat jarang sekali pewaris hanya memiliki ahli
waris tunggal .Biasanya pewaris memiliki banyak ahli waris, seperti
suami atau istri anak laki-laki maupun perempuan ayah sertaibu.
Sebab-sebab Tidak Mendapat Harta Warisan
Sebab-sebab yang menjadi penghalang mendapatkan hak atas
harta warisan yang telah disepakati oleh para ulama adal ah:
(1) Membunuh pewaris
Para ulama sepakat bahwa membunuh pewaris adalah
penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan yang

telah ditinggalkan orang yang dibunuh. Hal tersebut bersandar
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pada hadis melalui jalur Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh [bn

Maagjah:*®

W Jgery JB 1B ot o il g5 Card o gpme F i ) 0F

@k})\.ﬂ\ o\j) (;u.& O\]}L\ o JJULU u"’:j :V'Lﬂj 4.319 ) L;La

Artinya:

“Dari lbnu Juraij, dari ‘amar bin Syu’aib, dari bapaknya, dari
kakeknya, Rasulullah saw., bersabda: Tidak ada hak bagi pembunuh
sedikitpun untuk mewarisi.””*

Menurut Imam asy-Syaafi’i di dalam al-Figh al-Islami oleh
Wabah az-Zuhaili, kriteria membunuh dalam hal sebagai
penghalang memperoleh hak kewarisan adalah mutlak untuk
semua tindakan balk sengga maupun tidak disengaja. Tetapi
menurut Imam Abu Haniifah ada beberapa batasan tertentu
sehingga diantara tidak mengakibatkan hilangnya menerima
warisan diantaranya adalah: membunuh dengan tidak langsung,
yang dilakukan tetapi mempunya hak untuk membunuh,
pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak atau karena
terdesak.>

(2) Berbeda Agama dan murtad

Berbeda agama yang dimaksud dengan berbeda karena

pewaris beragama Islam sedang yang menjadi ahli waris adalah

kafir.Maka para ulama sepakat bahwa perbedaan agama menjadi

2 Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwainy (Ibn Majah), Sunan ibn Majah (Riad: Maktabat al-
Ma’arif, Cet. 1, 1417 H.2007.M), 450.

% Abul Hasan Ali bin Umar Al-Daruguthni, Sunan al-Daruquthni, cet. I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1424
H/2004 M), V, h.170.

% Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa AdillatuhJilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H./2016 M.), 262.
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penghalang. Hal ini bersandar pada hadis Usamah ibn Zaid di

dalam riwayat Al-Bukhari ;

MJ&"Q&“?L@*;Q%‘QP@}#J\OPMLLJJU.A})
oo Ol legas Al 2y 5 o el e Olae oy gjes o0
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Artinya:

“Diriwayatkan Abu Asim dari Juraij dari bin Shab dari Ali bin
Husain bin Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi
saw., bersabda: Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir
dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”*?

Orang murtad yang beralih agama, yaitu yang meninggalkan
agama Islam dengan kemaunya sendiri.Para ulama berpendapat
dan menetapkan bahwa orang yang murtad, baik laki-laki maupun
perempuan tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang
beragama Islam. Demikian pula keluarga yang beragama Islam
tidak berhak menerima warisan orang yang murtad.

(3) Ar-Rigqu atau hamba sahaya

Budak adalah manusia yang tidak memiliki wewenang
sendiri, tetapi dia dimiliki, boleh dijual, boleh dihibahkan dan
diwaris.Dia dikuasai dan tidak memiliki kekuasaan.Adapun (yang

menjadi) sebab dia tidak mendapatkan warisan, karena Allah

%2 Al-Bukhari, Op.Cit., h.705.
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membagikan harta waris kepada orang yang berwenang memiliki
sesuatu, sedangkan dia (budak) tidak memiliki wewenang.*®
(4) Al-Mutallagah al-Ba’inah atau talak tiga

Cerai tiga kali dinamakan talaq ba’in, dan wanita yang
dicera tiga kali disebut al-Mutallagah al-Ba’inah .Bila suami
menceraikannya dalam keadaan sehat, lalu meninggal dunia, maka
S isteri tidak mendapat warisan.Demikian pula sebaliknya Atau
suami dalam keadaan sakit keras dan tidak ada dugaan
menceraikannya karena takut istri mengambil warisannya, maka s
isteri tidak mendapat warisan pulaTetapi bila suami
menceraikannya karena bermaksud agar isteri tidak mendapatkan
warisan, makaistri mendapatkan warisan.*

(5) Al-Laqit atau anak angkat

Dalam hal ini termasuk juga orang tua angkat. Keduanya
tidak medapat warisan bila salah satunya meningga dunia,
sekalipun sama agamanya dan diakui sebagai anaknya sendiri, atau
bapaknya sendiri, sudah memiliki akte kelahiran dan dicatatsebagai
anak atau bapak kandung, karena istilah orang tua dan anak ialah
yang satu darah yang disebabkan pernikahan menurut syar’i.

(6) Ibu tiri atau bapak tiri
Anak tiri tidak mendapatkan warisan bila bapak tiri atau ibu

tirinyameninggal dunia

¥ Husain, Sahih..., h. 828.
#*Muhammad ibn lbrahim at-Tuwaijiry, Mukhtasar al-Figh al-Islami, h. 775.
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(7) Aulad al-li’an atau anak li’an
Apabila suami menuduh isterinya berzina dan bersumpah
atas nama Allah empat kali, bahwa tuduhannya benar, dan sumpah
yang kelima disertai dengan kata-kata “Laknat Allah atas diriku
bila aku berdusta”, kemudian isterinya juga membalas sumpahnya.
Maka anaknya dinamakan anak li’an (tidak diakui oleh suami),
maka anak tersebut tidak mendapat warisan bila yang meli’an
meninggal dunia*®
(8) Aulad az-zina atau anak yang lahir hasil zina
Anak yang dilahirkan hasil zina, maka anak tersebut tidak
mendapatkan harta waris dari laki-laki yang menzinai, dan
sebaliknya. Tetapi, anak mendapatkan warisan dari ibunya dan
juga sebaliknya. Alasannya, karena anak yang mendapatkan harta
waris ialah anak senasab atau satu darah, lahir dengan pernikahan

syar’i.

3) Golongan Ahli Waris
Dalam hukum kewarisan, Isslam mengenal golongan ahli waris
yang ditinjau dari berbagai segi. Antara lain: dari jenis kelamin laki-
laki dan perempuan ditinjau dari bagianya, zawil furud dan zawil
arham yang masing-masing bagianya ditetapkan dalam sistem

pewarisan.

% Az-Zuhaily, a-Figh..,. 256
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a. Golongan ahli waris laki-laki

Ditinjau dari jenis kelamin laki-laki ahli waris berjumlah 14

(empat belas) golongan yaitu:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
j)
K)

Anak laki-laki

Cucu laki-laki (‘anak laki-laki dari anak laki-laki)
Bapak

Kakek

Saudara laki-laki sekandung

Saudara laki-laki seibu

Saudara laki-laki sebapak

Anak laki-laki dari saudara laki-laki

Anak laki-laki dari saudara sebapak

Paman ( saudara laki-laki bapak yang sekandung)
Paman ( saudara laki-laki yang sebapak)

Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak
Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan ayah
Suami.

Apabila ahli waris tersebut semua ada maka yang berhak

mendapatkan bagian dari harta peninggalan adalah hanya tiga sgja

yaitu:

(1) Anak laki-laki

(2) Bapak

(3) Suami
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b. Golongan ahli waris perempuan
Ditinjau dari jenis kelamin perempuan terdiri dari 9 golongan
ahli waris yaitu:
(1) Anak perempuan
(2) Cucu perempuan
(3) Nenek( ibu dari bapak)
(4) Nenek (ibu dari ibu)
(5) Saudara perempuan sekandung
(6) Saudara perempuan sebapak
(7) Saudara perempuan seibu
(8) Istri
(9) Ibu
Apabila ahli waris semua ada maka yang berhak memperoleh
bagian dari harta peninggalan hanya 5 golongan sgja yaitu:
(1) Istri
(2) Anak perempuan
(3) Cucu perempuan dari dari anak laki-laki
(4) 1bu
(5) Saudara perempuan sekandung
Apabila semua ahli waris ada baik laki-laki maupun
perempuan, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah 5
golongan sgja yaitu:

(1) Suami/ istri
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(2) 1bu
(3) Bapak
(4) Anak laki-laki
(5) Anak perempuan.
c. Ahli warisdzawil furudh

Yang dimaksud dengan ahli waris dzawil furudhialah ahli
waris-waris yang mempunyai bagian-bagian yang telah ditentukan
di dalam a-Qur’an dan hadis-hadis (furudhul mugaddarahnya), di
dalam pembagian harta warisan, apakah mereka mendapat 2/3, Y4,
13, ¥4, 1/6, dan 1/8.

Ahli waris dzawil furudhini berjumlah dua belas orang,
empat orang dari pihak laki-laki dan delapan orang dari pihak
perempuan. Ahli waris dzawil furudhdari pihak laki-laki yaitu:®
(1) Suami
(2) Ayah
(3) Kakek
(4) Saudaralaki-laki seibu.

Ahli wariswaris dzawil furudhdari pihak perempuan yaitu:
(1) Istri
(2) 1bu
(3) Nenek

(4) Anak perempuan

%A, Assaad Yunus, “Hukum Kewarisan Islam”, (Jakarta: PT. Alqushwa, 2017), h.66-76.
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(5) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan).
(6) Saudara perempuan sekandung

(7) Saudara perempuan seayah

(8) Saudara perempuan seibu

Perlu pula dijelaskan bahwa ada enam orang ahli waris
dzawil furudhtersebut terkadang juga menjadi ashabah, oleh karena
adanya pengaruh dari ahli waris yang lain. Ahli waris dzawil
furudhyang dimaksud ialah:*’

(1) Ayah

(2) Kakek

(3) Anak perempuan

(4) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan)
(5) Saudara perempuan sekandung

(6) Saudara perempuan seayah.

Ayah atau kakek, dapat berkedudukan sebagai ashabah
terutama sekali pada waktu ia tidak bersama-sama dengan anak
laki-laki atau cucu laki-laki dari pancar laki-laki. Anak perempuan
atau cucu perempuan dari anak laki-laki mutlak ia menjadi ashabah
apabila ia bersama dengan saudaranya yang laki-laki. Saudara
perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah juga

demikian halnya berubah kedudukannya dari dzawil furudhmenjadi

A, Assaad Yunus, “Hukum Kewarisan Islam”, (Jakarta: PT. Alqushwa, 2017), h.66-76.
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ashabah, apabila ia bersama saudaranya yang laki-laki atau ia
bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
. Ahli waris dzawil arham dan kedudukannya

Arham menurut bahasa adalah bentuk jama’ dari Rahim yang
berarti tempat anak pada perut ibu.Rahim adalah penyebab adanya
hubungan darah (melahirkan hubungan nasab) yang menjadi salah
satu dasar kewarisan.

Tetapi di dalam hukum kewarisan Islam, pengertian dzawil
arham menurut istilah ialah ahli waris yang mempunyai pertalian
darah dengan orang yang meningga dunia, akan tetapi ia tidak
termasuk ahli waris dzawil furudhdan ashabah. Jadi ahli waris
dzawilarham ini tidak termasuk dari ahli waris yang telah
dikemukakan pada penjelasan sebelumnya, (baik ahli waris dari
pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan).

Adapun tentang kedudukan dzawil arham sebagai ahli waris,
tidak ditemukan keterangan yang tegas baik di dalam al-Qur’an
maupun di dalam hadits-hadits, sebagaimana halnya bagian-bagian
ahli waris dzawil furudhdan ashabah. Oleh karena iu, para ulama
berbeda pendapat apakah dzawil arham dapat mewaris harta
peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia, yang tidak
mempunyai ahli waris dzawil furudh atau ahli waris ashabah,

ataukah masih ada sisa setelah diberikan kepada ahli waris dzawil
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furudh, tetapi dzawil furudh yang adaitu tidak berhak memperoleh
tambahan (pembagian rad).*®

Fugaha yang berpendapat bahwa dzawil arham tidak dapat
menerima harta peninggalan, meskipun tidak ada ahli waris yaitu
dapat mewarisi orang yang meninggal dunia, ialah Zaid bin Tsabit
yang diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi’iy, Ibnu Hazm dan lain-
lainnya.Dan menurut pendapat mereka, harta peninggalan simati
yang tidak mempunyai ahli waris dzawil furudhdan ahli waris
ashabah, diserahkan kepada baitul ma (kas Negara) untuk
kepentingan kaum muslimin.

Fugaha yang berpendapat bahwa dzawil arham dapat
menerima harta warisan dari orang yang meninggal dunia, apabila
tidak ada ahli waris dzawil furudhatau ashabah, ataukan masih ada
sisa setelah diberikan kepadadzawil furudh, tetapi dzawil
furudhyang ada itu hanya suami atau istri yang tidak berhak
memperoleh harta warisan dengan cara rad. Mereka ini di
antaranya ialah Mu’adz bi Jabal, bahkan Khulafur Rasyidin dan
kemudian diikuti di antaranya, Mujahid, Imam Abu Hanifah,
Ahmad bin Hambal, dan kebanyakan ulama.

Ahli waris dzawil arham memiliki dua hubungan pertalian
yaitu disamping pertaian kerabat (adanya hubungan darah, juga

pertalian keislaman).Sedangkan kaum muslimin hanya memiliki

®A. Assaad Yunus, “Hukum Kewarisan Islam”, (Jakarta: PT. Alqushwa, 2017), h.66-76.
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satu hubungan, yakni pertalian keislaman. Dengan demikian, harta
warisan orang yang meninggal lebih banyak diserahkan kepada
dzawil arham dari pada diserahkan kepada baitul mal untuk
kepentingan kaum muslim.Adapun cara pembagian harta warisan
kepada ahli waris dzawil arham terbagi kedalam empat golongan
yaitu: ¥

a) golongan bunuwah, (Anak keturunan), yang terdiri dari

1) Anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan
dan keturunan seterusnya ke bawah.

2) Anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan
dari anak laki-laki dan keturunan seterusnya ke bawah.

b) Golongan ubuwah, (Orang yang menurunkan), terdiri dari:

(a) Kakekghairu shahih

(b) Nenek ghairu shahihah.

c) Golongan Ukhuwah (Anak keturunan saudara), yang terdiri
dari:

(@ Anak laki laki atau anak perempuan dari saudara
perempuan sekandung atau seayah atau seibu, dan
keturunan seterusnya ke bawah.

(b) Anak perempuan dari saudara laki laki sekandung atau

seayah atau seibu seterusnya kebawah.

®A. Assaad Yunus, “Hukum Kewarisan Islam”, (Jakarta: PT. Alqushwa, 2017), h.66-76.
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(c) Anak perempuan dari anak laki laki dari saudara laki-laki
sekandung atau seibu, dan keturunan seterusnya ke bawah.

(d) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, keturunan
seterusnya ke bawah.

d) Golongan umumah, yang terdiri dari:

(@ Paman seibu (saudara laki-laki ayah yang seibu) dan
keturunannya laki-laki atau perempuan.

(b) Bibik (saudara perempuan ayah) baik sekandung dengan
ayah atau seayah ataupun seibu dan keturunannya.

(c) Peman sekandung, seayah atau seibu (saudara laki-laki ibu)
dan keturunanya.

(d) Bibik sekandung, seayah atau seibu dengan ibu (saudara
perempuan ibu) dan keturunanya.

Perlu di tegaskan bahwa dari ke empat golongan ahli waris
dzawil arham tersebut, diprioritaskan yang lebih dekat pertalian
nasabnya kepada smati dari pada yang jauh.Oleh
karenanya,apabila ada golongan yang pertama, maka golongan
yang kedua tidak memperoleh harta warisan.Demikian juga apabila
adagolongan kedua, maka golongan ketiga tidak mendapat dan
demikianlah seterusnya. Jadi penerimaan ahli waris dzawil arham
ini sama halnya dengan ahli waris ashabah, yakni yang dekat
menghalangi yang jauh dan sekaligus menghabiskan harta

peninggalan yang ada.
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4) Asas-asas Hukum Kewarisan Islam
Yang menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat
digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunah nabi Muhammad
SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagi berikut:*
1) Asasljbaari
Secara etimologi ““ijbaari” mengandung arti paksaan, yaitu
melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.Dalam hal hukum waris
berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal
kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa
adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris.
Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis
hatanya beralih kepada ahli warisnya. Asas ijbaari ini dapat dilihat
dari berbagai segi yaitu:
(1) Dari peralihan harta,
(2) Dari segi jJumlah harta yang beralih,
(3) Dari segi kepada siapa hartaitu akan beralih.
Kententuan asas ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam

ketentuan Alquran surat an-Nisa’ ayat 7 yang menjelaskan bahwa:

35 & cwa sladly 0931 Ol 85 & s J

Wogin Lai S of ain 5 G 0331y 01V

Terjemahnya:

“OSuhardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis (Jakarta: Sinar Grafika,
2015), h. 37.

32



Bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta
peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya.**

Kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau

jatah dari hartapeninggalan si pewaris.
2) AsasBilateral

Yang dimaksud dengan asas bilatera dalam hukum
kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan
bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis
keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.

Asas bilatera ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan
a-Qur’an surat an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Lebih khusus ada
pada ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak
memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya.

Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari
keduabelah pihak orang tuanya.Asas bilateral ini juga berlaku pula

untuk kerabat garis kesamping (yaitu melalui ayah dan ibu).

3) AsasIndividual
Pengertian asas individua ini adalah: setiap ahli waris
(secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat
kepada ahli waris lainya. Dengan demikian bagian yang diperoleh
oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta

yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam

41 Kemeterian Agama Ri, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Surabaya: Halim, 2016), h. 201.
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ketentuan Alquran surat an-Nisa ayat 7 (sebaga mana dikutip di
atas) yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris
ditentukan secaraindividu.
4) Asas keadilan berimbang
Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan
antara antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang
diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain
dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan
dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam
ketentuan Alquran surat an-Nisaa ayat 7, 11, 12 dan 179.
5) Kewarisan akibat kematian
Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan
harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan
perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum
ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta

tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.

2. Hukum Waris Adat
Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis
ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan,
pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan

penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.*

42 Otje Salman, 2006, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama) him, 250.



Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan di Indonesia sangat
ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri.Beberapa persekutuan itu
diantaranya pertama persekutuangenealogis (berdasarkan keturunan) dan
persekutuan territorial(berdasarkan  kependudukan yakni  persekutuan
hukumteritorial).*Dalam persekutuan geneologis ini terbagi pula menjadi tiga
tipe tata susunan yaitu patriachaat (kebapaan), matriachat (keibuan) dan
bilateral (bapak-ibu).

a. Golongan yang bersifat kebapakan (patriachaat), pertalian darahnya hanya
kepada bapak, kakek dan seterusnya menarik garis pencar laki-laki.
Penerus generasi keturunan hanya berada pada anak laki-laki sgja, dan
anak perempuan yang sudah kawin akan masuk lingkungan suami. Sistem
kewarisan adat ini terdapat di Ambon, Irian Jaya, Timor, Bali, dan Batak.**

b. Golongan yang bersifat keibuan (matriachat), garis keturunan ditarik dari
garis seorang ibu, dan yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan.
Selama anak perempuan masih ada maka anak laki-laki tidak mendapatkan
warisan, sistem kewarisan adat ini terdapat di Minangkabau.*

c. Golongan yang bersifat kebapak-ibuan (bilateral), pada haekatnya tidak
ada perbedaan antara suami dan istri dalam kedudukannya. Dalam hal
sistem kewarisanya menarik garis kekeluargaan dari dua jalur ibu
bapaknya, sistem kewrisan adat seperti ini paling banyak kita temui di

beberapah daerah seperti, Jawa, Madura, Sumatera Barat, Riau, Aceh,

3 Fauzi, Mohammad Yasir, 2017. Legislas Hukum Kewarisan di Indonesia. Vol 9; No 2 (Jurnal ljtimaiyya)
halaman 56.

4 A. Sukmawati Assaad, Dinamika Sistem Waris |slam Dan Waris Adat Di Gowa, Cetakan Pertama : 2022
(Purbalingga) halaman 9-10

% A.Sukmawati Assaad, Dinamika Sistem Waris Islam Dan Waris Adat Di Gowa,Cetakan Pertama :
2022(Purbalinnga) h.10
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Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Lombok dan Lain-

lain.*®
Di dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip yaitu:*’

1. Prinsip asas umum, yang menyatakan jika tidak dapat dilaksanakan
secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau
kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak
laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau
keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek
dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah
saudara-saudara sipeninggal harta danketurunan mereka yaitu keluarga
sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga
yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.

2. Prinsip penggantian tempat (Plaats Verwulling) yang menyatakan
bahwa jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, dan anak
tersebut meninggal dunia maka tempat dari anak itu digantikan oleh
anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal
harta). Dan warisan dari cucu ini adalah sama dengan yang akan
diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya. Dikenal
adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan
kedudukan juga bisa seperti anak sendiri.

3. Hukum Waris Barat (BW)

46 A.Sukmawati Assaad, Dinamika Sistem Waris Islam Dan Waris Adat Di Gowa,Cetakan Pertama :
2022(Purbalinnga) h.10

4" Fauzi, Mohammad Yasir, 2017. Legislas Hukum Kewarisan di Indonesia. Vol 9; No 2 (Jurnal ljtimaiyya)
halaman 57-58
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Hukum waris (erfecht) ialah hukum yang mengatur kedudukan antara
kekayaan seseorang apabila orang tersebut meninggal duniaHukum waris
merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya
harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian
baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain.*

Istilah hukum waris berasal dari bahasa BelandaErfrecht. Pasal 830
KUH Perdata pada intinyamenyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum
yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia
meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.
Berdasarkan pasal tersebut maka beralihnya harta seseorang (pewaris) kepada
penerima warisan (ahli waris) dapat terjadi karena adanya kematian. Jadi
pewarisan dapat dilakukan jika telah memenuhi unsur-unsur kewarisan:

1. Adaseseorang yang meninggal dunia atau pewaris (erflater).

2. Ada seseorang yang masih hidup sebaga ahli waris yang akan
memperoleh warisan pada saatmeninggal dunia atau ahli  waris
(erfgenaam).

3. Ada sgumlah harta kekayaan yang ditinggalkanatau harta warisan
(nalatenschap).*

Sgjalan dengan unsur tersebut dalam hukum waris menurut BW.
Berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika
itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.

Hak-hak dan kewagjiban tersebut sepanjang termasuk dalam lapangan hukum

8 Jaya. Dwi Putra, 2020, Hukum Kewarisan di Indonesia, (Zara Abadi;Bengkulu) halaman 5
49 Effendi Perangin, 2003, Hukum Waris, (Jakarta: PT. Reja Grafindo Persada), him. 285
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harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

sebagaimana tertera dalam pasa 830 KUHPerdata yaitu, pewarisan hanya

berlangsung karena kematian. Maksudnya, bahwa jika seorang meninggal
dunia, maka seluruh hak dan kewagjibannya beralih/berpindah kepada ahli
warisnnya >

Daam hukum waris barat terdapat dua unsur pentingyaitu:

a. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya
seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-
luasnya sebagal individu untuk berbuat apa sga atas benda yang
dimilikinya termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya.

b. Unsur sosia (menyangkut kepentingan bersama).Perbuatan yang
dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur
individual dapat mengakibatkan kerugian ahli waris sehingga.

Ketentuan ahli waris dapat mewarisi sgjumlah harta pewaris menurut
sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

a. Menurut ketentuan undang-undang.

b. Ditunjuk dalam surat wasiat.

C. Sengketa Warisan
a. Pengertian Sengketa Warisan
Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka

umum atau dengan melibatkan pihak ketiga. Ini berarti sengketa merupakan

% Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah, 2005, Hukum Kewarisan BW Pewarisan Menurut Undamg-
Undang, (Badan Penerbi: Hukum Universitas Indonesia) hal 13.
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kelanjutan dari konflik, yang mana sebuah konflik akan berubah menjadi
sengketa apabila tidak terselesaikan.Atau suatu perselishan yang terjadi
akibat suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang

saling mempertahankan persepsinya masing-masing.>*Dalam hadis nabi saw:

Artinya:

“Dari Jabir bin Abdullah berkata ia; janda S*ad ibn Rabi* datang keapada
rasul Allah saw bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata ;
ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa“ad yang telah gugur
dalam peperangan Uhud bersama kamu. Paman mereka mengambil harta
peninggalan ayah mereka, dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka.
Keduanya tidak mungkin menikah tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan
menetapkan hukumdalam kasusu ini. Sesudah itu turunlah ayat-ayat
tentang kewarisan. Kemudian Rasul memanggil paman dari kedua anak
perempuan itu, dan berkata: berikanlah dua pertiga untuk anak Sa“ad,
seperdelapan untuk jandanya, dan sisanya adalah untuk kamu”.

5t Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group 2015), h. 6
Abu Daud, Sunan Abi Daud (Bandung, M aktaba Dahlan 2019), hal 109
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Sengketa waris adalah peristiwa hukum yang melahirkan sgumlah

akibat hukum, tidak hanya kepada orang yang akan menjadi ahli waris, tetapi

juga kepada harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

b.

Contoh Kasus Sengketa Waris dan Penyel esaiannya

Berikut merupakan beberapa contoh kasus sengketa waris yang ada di

Pengadilan Agama Palopo;

1)

2)

3)

4)

Kasus pewaris dengan cucu, cucu menuntut harta peninggalan dari kakek,
sang cucu menuntut harta peninggalan kakek karena ia merupakan ahli
waris pengganti. Akhirnya terjadilah sengketa antara om dengan
kemenakan.

Ahli waris meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan 5 anak,
anak pertama perempuan menggugat ibu dan ke 4 adiknya.

Kasus sengketa waris di mana pewaris meninggal dunia dan
meninggalkan beberapa istri dan para istri tersebut telah memiliki anak.
Biasanya terjadi sengketa waris anak si pewaris dengan anak pewaris dari
istri yang berbeda.

Kasus sengketa waris antara istri pewaris dengan saudara kandung
pewaris.

Tahap dan Prosedur mediasi berdasarkan pada PERMA No. 1 Tahun

2016, baik medias yang berhasil sebagian, dan mediasi gagal. Pengaturan

tentang mediasi yang mencapai kesepakatan diatur pada PERMA No. 1 Tahun

2016 Prosedur mediasi di Pengadilan, BAB V tahap proses mediasi, bagian ke
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empat, mediasi mencapai ksepakatan, Pasal 27 ayat (1) s.d (6) dan pasal 28
ayat (1) s.d (5).

Dalam sengketa kewarisan, Objek berupa harta benda yang dalam
pembagiannya sering timbul ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris di
samping karena ketidaktahuanya mengenai bagian- bagian yang telah diatur
dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois. Penyel esainya sengketa melalui
perdamaian di pengadilan dilakukan dengan mediasi dan dibantu oleh seorang
mediator baik dari kalangan hakim pengadilan maupun mediator dari luar
pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga
dalam Islam disebut dengan tahkim.

Jadi, berdasarkan pernyataan diatas, kasus-kasus yang berkaitan
dengan sengketa waris di Pengadilan Agama Kota Palopo diselesaikan dengan
Medias atau dalam Islam disebut dengan Tahkim, Dengan beracuan dengan
PERMA No. 1 Tahun 2016.

D. TinjauanUmumPeradilanAgamadilndonesia
1. PengertianPengadilanAgama

Sebel umdi berlakukannyalUndang-
UndangNomor7Tahun1989TentangPeradilanA gama,PeradilanA gamayangad
adilndonesiaadalahberaneka nama dan dikatagorikan sebagai peradilan
Kuasal, karena
berdasarkanketentuanyangterdapatdal amPasal 63ayat(2) Undang-
UndangNomor1Tahun

1974tentangperkawi nan,makasemuaputusanPengadilanA gamaharusdikukuhk
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an oleh Peradilan Umum. Ketentuan ini membuat Pengadilan Agamasecara
de pacto lebih rendah kedudukannya dari Peradilan Umum. Padahal
secarayuridis formil dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
TentangK etentuan-K etentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan,
bahwa ada empatlingkunganPeradilan dilndonesia,yaitu :
a PeradilanUmum
b. PeradilanAgama
c. PeradilanMiliter
d. PeradilanTataUsahaNegara
Ketentuan diatas menegaskan, bahwa ada empat lingkungan
Peradilanyang setara dilndonesia,yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama,
PeradilanMiliter, Peradilan Tata Usaha Negara. Pernyataan kesetaraan empat
lingkunganPeradilanyangadadi | ndonesi a,termasukdi dalamnyaPeradilanAgam
a,merupakankoreksiterhadap ketentuanyang terdapat dalam
staatbl ad1882Nomor
152danstaadblad1937Nomor116dan610TentangperaturanPengadilanA
gama dijawadanmadura,staatblad1937Nomor639T entangPeraturanK erapatan
Qadi dan Qadi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan danTimur
serta peraturan Pemerintah
Ketentuan diatas menegaskan, bahwa ada empat lingkungan
Peradilanyang setara dilndonesia,yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama,

PeradilanMiliter, Peradilan Tata Usaha Negara. Pernyataan kesetaraan empat

52 Mukti Arto,Pr aktikPer kar aPer datapadaPengadil anAgama(Y ogyakarta: PustakaPe aj ar,2005),14.
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lingkunganPeradilanyangadadilndonesi a,termasukdidalamnyaPeradilanAgam
a,merupakankoreksiterhadap ketentuanyang terdapat dalam
staatbl ad1882Nomor152danstaadbl ad1937Nomor116dan610Tentangperatura
nPengadilanAgama
dijawadanmadura,staatbl ad1937Nomor639T entangPeraturanK erapatan  Qadi
dan Qadi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan danTimur serta
peraturan Pemerintah Nomor 45  Tahun 1957  Tentang
PembentukanPengadilanA gama/M ahkamahSyariahdiluar JawadanM adura(L e
mbaranNegara Tahun 1957 Nomor 99) yang telah menempatkan Peradilan
Agama beradadi bawah Peradilan Umum.>®
2. KewenanganPeradilanAgama
Kata“kekuasaandisiniseringdisebutjugadengan‘“kompetensi”,yangber
asaldaribahasaBelanda“competentie”, yangkadang-kadangditerjemahkan juga
dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggapsemakna. Bicara
tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan HukumAcara Perdata,
biasanya  menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan
Relatif’dan“KekuasaanAboslut”,sekaligusdibicarakanpuladidalamnyatentang
mengajukannya gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi
kekuasaanpengadilan.
Wewenang(kompetensi ) PeradilanA gamadi aturdal amPasal 49sampai
dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006Tentang

PeradilanAgama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang Relatif dan

%8 ChatibRasyiddanSyaifuddin,HukumAcaraPer datadal amTeoridanPraktikpadaPeradilanAgama(Y ogyakarta
:Ull PressY ogyakarta, 2009),2.
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wewenang absolut.Wewenang Relatif Peradilan Agama pada Pasal 118 HIR,
atau Pasal 142 RB.g joPasal 66danPasal 73Undang-
UndangNomor7Tahun1989,sedangkanwewenagabsol utberdasarkanpasal 49U
ndang-Undang7Tahun1989,yai tukewenanganmengadiliperkara-
perkaraperata-
bi dangperkawinan,kewarisan,wasi at, hibahyangil akukanberdasarkanhukumi sl
am,wakaf ,zakat,infag,shadagoh dan ekonomi islam.>*
Kekuasaan dan kewenangan Peradilan kaitannya adalah dengan
hukumacara,menyangkut
PeradilanA gamamempunyai 2(dua)kompetensiyaitu:
a) KompetensiAbsolut
Dalan penjelasan Pasa 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor
14Tahun1970Tentangketentuan-
ketentuanPok okK ekuasaanK ehakimanyangmasi htetapberlakuberdasarkan
ketentuanPasal 47Undang-
UndangNomor4Tahun2004 TentangK ekuasaanK ehakimandinyatakan,bah
walingkunganPeradilanAgamaadalah salah satu di antara lingkungan
“Peradilan Khusus” samahalnya seperti Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha
Negara,yaknimelaksanakanfungsikewenanganmengadiliperkara“tertentu”

dan terhadap rakyat “tertentu”.

% M.Fauzan,pokokpokokhukumacaraper adilanagamadanmahkamahsyariahdiindonesia ~ (Jakarta:Kencana,
2007),33.



Penjelsanlebihlanjutmengenaikata“Perkaratertentu’ dan*“rakyattert
entu”’dapatdilihatdalamPasal 2dan49Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Dalam Pasal 2Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan
Agamadinyatakanbahwa*PeradilanAgamamerupakansalahsatupelaksanakK
ekuasaanK ehakimanbagirakyatpencarikeadilanyang  beragama  islam
mengenai perkara  tertentu yang diatur dalamUndang-
Undangini”.KetentuanyangterdapatdalamPasal2diatasberbedadenganketen
tuanyangterdapatdalamPasal2Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan
Agamayangmencantumkankata“perdata”sehinggasebelumadanyaperuaba
han Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, maka bunyi
Pasal 2ituadalah
“PeradilanAgamamerupakansalahsatupelaksanakekuasaankehakimanbag
irakyatpencarikeadilanyangberagamal Sl ammengenai per kar aper dataterte
ntuyangdiaturdalam Undang-Undangini”’.

Dengandemikianjel as,bahwaperubahanUndang-
UndangNomor7Tahun1989T entangPeradilanA gamatersebutmembawaper
ubahankewenanganPeradilanAgama,yangsemul ahanyaberkewananganmen
yel esai kanperkaraperdata,tetapi dalamUndang-

UndangNomor3Tahun2006 TengtangPerubahanUndang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,Peradilan Agama telah diberi
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kewenangan baru untuk
mengadili perkaranonperdata. Perubahani ni di pandangsebagai upayapemberi
an landasan yuridis bagi Peradilan Agama untuk memilikiperadilan
khusus yang disebut dengan nama Mahkamah
Syariahuntuk TingkatPertamadanM ahkamahProvinsiuntuk TingkatBanding
sebaga manadi aturdal amPasal 3A danpenj el esannyaj oPasal 15Undang-
UndangNomor4Tahun2004TentangK ekuasaan K ehakiman.>
Selain itu, kewenangan Absolut Peradilan Agama telah

dirumuskandalan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
TentangPeradilan Agama sebagai berikut : Pengadilan Agama bertugas
danberwenangmenerima,memeriksa,memutus,danmenyel esa kanperkara-
perkaraditingkatpertamaantaraorang-orangyangberagamaislam di bidang :

1) Perkawinan;

2) Kewarisan

3) Hibah

4) Wakaf

5) Zakat

6) Infaq

7) Shodagoh

8) EkonomiSyariah

% Abdurrahman,K ewenanganPeradilan AgamadiBidangEkonomi Syariah :Tantangan

MasaY angAkanDatang,SuaraUdilag, 3(Maret 2008)12.
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Selanjutnya, pasa 2 ayat (1) UndangOUndang Nomor 14
Tahun1970 Tentang  Ketenruan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan
K ehakimanjoPasal 47Undang-
UndangNomor4Tahun2004TentangK ekuasaanK ehakimantel ahmenyebutk
ansecaraenumeratiftugas pokok Peradilan Agama, yaitu menerima,
memeriksa, mengadili,danmenyelesaikan  perkarayang  digjukan
kepadanya.

Peradilan Agama, oleh Pasal 52 ayat (1) dinyatakan, bahwa
selainmempunyal tugas pokok juga mempunya tugas tambahan,
yangdapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentanghukuml slamkepadai nstansi Pemerintahdi daerahhukumnyaapabila
diminta. Begitu juga dengan kewenangan yang
diberikanol enPasal 52ayat(2) Undang-UndangNomor7Tahun1989Tentang
Peradilan Agama yang menyebutkan, bahwa
PengadilanA gamadapatmel aksanakantugasdankewenagantugasdankewena
ngan lain yang diserahkan kepadanya berdasarkan undang-undang.*

b) KompetensiRelatif

Kompetensi  relatif sebaga kewenangan atau  kekuasaan
Pengadilanyang satu jenis berdasarkan daerah atau wilayah hukum.
DaamPasa 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

TentangPeradilanA gamadinyatakan,bahwanPengadil anA gamaberkeduduk

**Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Sinar Grafika,2006),73.
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an di Kotamadya (Kota) atau ibukota Kabupaten

yangdaerahhukumnyameliputiwilayahPemerintahanK otaatau K abupaten.
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E. Tinjauan Umum Mediasi dan Mediator
1. Medias

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai
hal yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah seperti dalam proses
penyel esaian suatu sengketa atau perselisihan penengahan.

Sedangkan secara etimologi mediasi berasal dari bahasa inggris
“Mediation” yang berarti perantaraan. Istilah mediasi berasal dari bahasa latin
“mediare” yang berarti berada ditengah-tengah.

Menurut Christoper W. Moore, mediasi adalah adalah intervensi dalam
sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak
yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan
bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil
keputusan.Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar
secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing
pihak dalam sebuah persengketaan.Sedangkan dalam PERMA Nomor 1
Tahun 2016, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh
mediator.>’

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa
Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak

melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang netra

31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat 1.
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(mediator) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang
dapat disepakati bersama oleh para pihak.
a Dasar Hukum Medias
Mediasi merupakn salah satu dari Alternative Dispute Resolution.
Yaitu salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang diusulkan kepada
kedua belah pihak dengan tidak melalui jalur pengadilan untuk
mendapatkan keputusan dan kesepakatan yang menguntungkan kedua
pihak. Kesepakatan tersebut juga dikenal sebagai Konsep win-win
solution.Jika tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak secara tertulis
dapat mengajukan usaha penyelesaian melaui Lembaga Artbitrase.
Berikut ini dasar-dasar hukum Mediasi antaralain:
1) Undang-Undang N0.30 Tahun 1999 tentang Artbitrase dan aternative
penyelesaian Sengeketa
Dalam undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyel esaian
sengketa perdata disamping dapat digjukan ke Pengadilan juga terbuka
kemungkinan digjukan melalui arbitrase dan aternative penyelesaian
sengketa /ADR.*®Undang-undang ini diharapkan dapat mengurangi
jumlah perkara dari penumpukan yang terjadi di Pengadilan, dan
secara otomatis mengurangi beban kerja Hakim di Pengadilan.
2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016
Pada dasarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adaah

penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dan PERMA

% Dezrisa Ratman ,Medias Nonlitigas Terhadap Sengketa Medik Dengan Konsep Win-Win Solution,
(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), h. 127-128.
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Nomor 2 Tahun 2003. Ha-ha misalnya dalam waktu atau durasi
mediasi dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 waktu mediasi adalah 30
hari kerja maka dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diperpanjang
menjadi 40 hari kerja dan bisa diperpanjang 14 hari kerja manakala
mediator menilai para pihak yang bersengketa masih mempunyai
kemauan dan itikad baik untuk bermusyawarah.

Kemudian, pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung
menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur
Mediasi di Pengadilan.®® Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa medias adalah cara
penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. ®® Dalam
sengketa yang berkaitan dengan status seseorang maka tindakan hakim
dadam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk
menghentikan  persengketaannya adalah mengupayakan tidak
terjadinya sengketa.®*

3) Peraturan Makhama Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Medias di Pengadilan.

PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan penyempurna dari

peraturan tentang mediasi sebelumnya, pada PERMA No. 1 Tahun

2016 berisi tentang pengaturan, tata kelola dan pengertian-pengertian

% Maskur Hidayat, Srategi & Taktik Medias Berdasakan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan (Jakarta: KENCANA, 2016), 47, 49.

% pasal 1 butir 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan.

. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2017), 95.
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baru mengenai mediasi. Urgensi dari diterbitkan PERMA ini adalah
tekanan dalam bentuk kewagjiban bagi Hakim untuk memeriksa dan
memerintahkan para pihak agar menempuh mediasi, maka apabila
digiukan upaya hukum pada tingkat banding atau Mahkama Agung
dengan putusan sela dapat memerintahkan Pengadilan tingkat pertama
untuk melakukan proses mediasi sebagaimana terdapat pada PERMA
No. 1 Tahun 2016 yakni dalam pasal 3 dan pasal 4. Dalam PERMA ini
proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari sgak diterimanya
pemberitahuan putusan sela. Hal-hal yang diatur dalam PERMA No. 1
Tahun 2016 yang tidak terdapat pada PERMA sebelumnya adalah
tentang I’tikad baik yang menjadi para meter penilaian bagi seorang
mediator.Apabila penggugat tidak beri’tikad baik maka, gugatan
dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim dan penggugat dikenakan

kewajiban membayar biaya perkara mediasi.®

b. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Hakim dalam memeriksa perkara perdata yang digjukan oleh pihak
penggugat kepada pihak tergugat terlebih dahulu harus mengupayakan
jalan perdamaian sebagai mana disebutkan dalam Pasal 130 HIR, Pasal 131
HIR, Pasa 154 RBg, Pasal 155 RBg, Pasal 31 Rv dan Pasa 33 Rv.7 Dan

jika penyelesaiannya diselesaikan melalui persidangan, maka pemenuhan

Maskur Hidayat, Srategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan , (Jakarta; Kencana, 2016), h. 50.
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prestasi khususnya terhadap pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan
dengan cara paksa.®®
Tujuan diselesaikannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa
antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan
imparsial. Medias dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan
kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian
sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi
yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan
(win-win solution). Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat
dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang
mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.
Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum
mencapai kesepakatan, sebenarnya  juga telah  dirasakan
manfaatnyaM ediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antaralain:
(1) Medias diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan
relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut
ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
(2) Medias akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan
mereka secara nyata dan pada kebutuhan emos atau psikologis
mereka, sehingga medias bukan hanya tertuju pada hak-hak

hukumnya.

&sarwono, Hukum Acara PerdataTeori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 159. 8
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(3) Medias memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi
secara langsung dan secara informa daam menyelesaikan
perselisihan mereka.

(4) Medias memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan
kontrol terhadap proses dan hasilnya.

(5) Medias dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit
diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.

(6) Medias memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu
menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak
yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

(7) Medias mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang
hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang
dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga
arbitrase.®*

c. Prinsip-Prinsip Medias
Dalam berbagai literatur ditemukan sgjumlah prinsip mediasi.
David Spencer dan Michagl Brogan merujuk pada pandangan Ruth Cartlon
tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima
dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut diantaranya yaitu:

(1) Kerahasiaan (Confidentiality) Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini

adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang

diselenggarakann oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa

6 Syahrizal Abbas, Medias Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2011), 24-26.



tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers atau masing-masing
pihak.

(2) Volunteer (Sukarela) Masing-masing pihak yang bertika datang ke
medias atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela
dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak
luar.

(3) Pemberdayaan atau Empowerment Prinsip ini didasarkan pada asumsi
bahwa orang yang mau datang ke medias sebenarnya mempunyai
kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat
mencapa kesepakatan yang mereka inginkan.

(4) Netralitas (Neutrality) Di dalam mediasi, peran seorang mediator
hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap mejadi milik para
pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol
proses berjalan atau tidaknya mediasi.

(5) Solusi yang unik (A unique solution) Bahwasanya solusi yang
dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal,
tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.®®

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa medias memiliki
karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan
penyelesaian sengketa yang lain.

(& Mediasi dalam Sistem Hukum Islam

% gyahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional, h. 28-30.
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Konsep penyelesaian sengketa win-win solution seperti dalam
mediasi, juga dikenal dalam sistem hukum Islam.Walau tidak disebut
dengan mediasi, namun pola yang digunakan dalam mediasi. Dalam sistem
hukum Islam dikenal dengan apa yang disebut istilah Islah dan hakam.®®

Islah adalah garan Islam yang bermakna lebih menonjolkan
metode penyelesaian perselishan atau konflik secara damai dengan
mengesampingkan  perbedaan-perbedaan  yang = menjadi akar
perselisihan.Intinya bahwa para pihakyang berselisih diperintahkan untuk
mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan diamalkan untuk saling
memaafkan.

Pengertian Islah juga sangat berkembang penggunaanya di
kalangan masyarakat Islam secara luas, baik untuk menyelesaikan kasus-
kasus perselisihan ekonomi bisnis maupun non-ekonomi bisnis.Contohnya,
sewaktu terjadinya perselishan paham antara dua tokoh Islam, yaitu
Abdurrahman Wahid dengan Abu Hasan, hampir semua pemuka agama
Islam menganjurkan keduanya untuk berisiah. ®” Konteks Islah dapat
diidentikan dengan pengertian mediasi atau konsiliasi.

Selain Idah dikena juga istilah Hakam. Hakam mempunyai
pengertian yang sama dengan mediasi. Dalam sistem hukum Islam hakam
biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang
disebut dengan syigag mengenai pengertian hakam, para ahli hukum Islam

memberikan pengertian yang berbeda-beda. Namun,dari pengertian yang

®Nurnaningsih Amriani,Mediasi Alternati Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan , ( Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada,2011), h. 118.
5Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, 2011, h.119.
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berbeda-beda tersebut dapat disipmulkan bahwa hakam merpuakan pihak
ketiga yang mengikatkan diri ke dalam konflik yang terjadinya di antara
suami-istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan
sengketa di antara mereka.
Jadi mediasi dalam hukum Islam dikenal sebagai 1slah dan Hakam
yang pengertian dan tujuannya sama dengan mediasi.
2. Mediator
Pengertian mediator sendiri adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam
proses mediasi baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen
yang bersifat netral yang tidak memihak. Dan mediator merupakan pihak
ketiga dalam membantu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.®®
Pengertian mediator dalam Pasal 1 angka 2 Perma No. 1 Tahun 2016
adalah : “Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai
pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna
mencari berbagal kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan
cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.®®
a Dasar Hukum Mediator
1) Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas
penyel esaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.

2) HIR Pasa 130 (HIR=Pasal 154 RBg=Pasal Rv).

8y usna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbtrase Syari’ah Dilndonesia, h. 29.
% peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 butir 2
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3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 1 Tahun 2002
tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan
Lembaga Damai.

4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.02 Tahun 2003 tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.01 Tahun 2008
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

6) Medias atau APS Di Luar Pengadilan diatur dalam pasa 6 UU
Nomor.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.01 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan.”

. Fungsi dan Tujuan Mediator

Fungsi mediator adalah sebagai penengah dan ia harus netral.maka
akan lahir ikatan berdasarkan kepercayaan. Mediator ini berkewajiban
untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan
kemauan para pihak.Mediator juga harus mampu menciptakan situasi dan
kondis yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah
pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling
menguntungkan (win-win).Selain itu mediator juga bertujuan menolong
dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dengan tetap netral dan

menjamin kerahasiaan para pihak tidak merasa kehilangan, walaupun

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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harus mengurangi hal yang menguntungkan mereka untuk mencapai

kesepakatan.”

Selain itu fungs dan tujuan dari mediator juga di ungkapkan oleh

Gifford yaitu sebagai berikut :

1) Memperbaiki komunikasi di antara para pihak dan Memperbaiki sikap
para pihak terhadap satu sama lainnya.

2) Mencari titik temu dari permasalahan para pihak agar medias dapat
berhasil

3) Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang
proses perundingan.

4) Menanamkan sikap redlistis kepada pihak yang merasa situasi atau
kedudukannya tidak menguntungkan.

5) Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak."

c. Kewajiban Mediator

1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan
prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.

2) Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap
pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang
diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.

3) Mediator wajiib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan
lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian

kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator.

™ Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Mealui Peradilan Dan Arbirtase Syari’ah Di Indonesia, h.30..
2 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2011), him. 65
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4) Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk
konsultas dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk
keluar dari proses mediasi.

5) Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau
intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak
untuk membuat suatu keputusan.

6) Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di
dalam proses mediasi.

7) Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi
setelah berakhirnya proses mediasi.”

d. Peranan Mediator
Peran penting seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Mediator harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak
sebagal pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah
para pihak.

2) Mengisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagal hakim
yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan
pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum ( to give
legal advice), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum
(counsdllor) atau mengobati (the rapits) melainkan hanya berperan

sebagai penolong (helper flore).

™ Restiana, “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama
Watampone Kelas 1B)”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016), h. 20-21.
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3) Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang
mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa sga yang
dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar
yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara
dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan
cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas
pendapat sendiri.

4) Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin
pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu
mengarahkan secara langsung kearah pembicaraan ke arah pokok
penyelesaian.

5) Pemeriksaan bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan
dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia
(convidentil information), oleh karena itu mediator harus memegang
teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang
bersengketa.

6) Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (compromise
solution), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang

menang, tetapi sama-sama menang (win-win).”

48 Muhammad Khaidir Batubara, Peran Mediator Hakim dalam Kasus Perceraian (Studi Pengadilan Agama
Kota Pematang Santar), (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan, 2018), him.63
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F. Kerangka Fikir

Adapun kerangka pikir penelitian ini yaitu:

Sengketa Waris (Studi Kasus atas Putusan Nomor

664/PDT.G/2018/PAPLP)

l

Pengajuan Gugatan Waris UUD Medias

l

Hasil

Bagan 2.1: Kerangka Pikir

Penyelesaian Putusan
Sengketa Waris
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BAB |11
METODE PENELITIAN

Daam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan
melakukan penelitian yang objektif.Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut,
diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan dengan
hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
A. Pendekatan dan Jenis Penélitian

Pendekatan merupakan persoalan yang berhubungan dengan cara pendliti
dalam meninjau dan menghampiri permasalahan research yang telah ditentukan.

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah

1. Qualitative Researchyang dimaksudkan untuk memahami fenomena subyek
penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif
sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu di kuantifikasi. Artinya data
penelitian tidak berbentuk angka ordinal, interval maupun diskrit. Pendliti
berupaya menggambarkan realitas yang sebenarnyaterjadi.

2. Field Researchdan Eksploratif. Field Researchkarena penedliti fokus pada hasil
pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan dengan tujuan untuk
mendapatkan data yang lebih kompatibel. Sedangkan Eksploratif yakni
peninjauan di Pengadilan Agama Palopo untuk mendapatkan data kasus

putusan sengketawaris.”

48 Muhammad Khaidir Batubara, Peran Mediator Hakim dalam Kasus Perceraian (Sudi Pengadilan Agama
Kota Pematang Santar), (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan, 2018), him.63
75 Amiruddin dan Z. Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 25 48 49
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3. Pendekatan normatif, cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat sisi
baik dan buruknya berdasarkan sumber Al-Qur’an dan al-Hadis. Pendliti
melakukan pendekatan terhadap masalah yang diteiti, yakni dengan
mengetahui putusan sengketa waris melalui medias dengan mengetahui
penyelesaiannya apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan yang telah
berlaku.

4. Pendekatan yuridis juga digunakan peneliti yaitu pendekatan dilakukan dengan
Perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun hasil penelitian yang dikembangkan ialah berkenaan dengan

Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan Melaui Mediasi Di

Pengadilan Agama K ota Pal opo.

B. Fokus Penélitian

Fokus penelitian ini adalah evaluas kebijakan kasus - kasus putusan
pengadilan agama palopo sehubungan dengan masyarakat yang mengajukan
gugatan waris dengan kasus sengketa waris yang kemudian menjadi pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara sengketa waris yang diinterpretasikan kedalam
rumusan masalah penelitian, yakni fakta dan data, faktor penyebab pengadilan
agama mengambil kebijakan dan putusan yang terjadi.

C. Definisi Istilah
1. Putusan atau keputusan; dalam bahasa Arab disebut “garar” yang berakar

kata dari SO0 - - yang diartikan dengan

[menempat sesuatu pada tempatnya].” ° Sementara jika kata

76Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasit (Mesir: Maktabat asy-Syuruq ad Dauliyah, 2010
H./2004 M.), h. 725.



garardisandingkan dengan kata zanb/dosa maka artinya adalah e 4l

[membawa seseorang supaya mengakui dosanya].Dari kedua
pengertian di atas, pengertian yang terakhirlah yang dimaksud oleh
penulis.Sedangkan di dalam lalu lintas ilmu hukum, putusan diartikan
dengan “keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya
suatu sengketa.”’’

2. Warigkewarisan; kata waris di dalam bahasa Indonesia diartikan dengan
“orang yang berhak menerima harta pusaka orang yang telah meninggal,”
istilah ini dapat pula diartikan dengan “warisan, juga pusaka.” ®lstilah
waris di dalam bahasa Arab dikenal juga dengan pengertian® = 4&“sisa
dari sesuatu”.Dengan demikian secara istilah waris diartikan dengan hal-
hal yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan
(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris
dan berapa bagiannya masing-masing. Waris bisa juga diartikan dengan
“orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan”"®

3. Mediasi; secara bahasa istilah mediasi di dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia diartikan dengan “proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam
penyelesaian suatu perselishan, yang kedudukannya hanya sebagai
penasihat, dia tidak berwewenang untuk memberi keputusan untuk
menyelesaikan perselisihan tersebut.” & Adapun secara istilah medias

diartikan dengan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau

77Penjelasan atas Pasal 60 UU No. 7/1989.

78Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jekarta: Balai
Pustaka, 2008), h. 1617.

79 Ahmad Rofiq, Figih Mawaris (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 3.

80 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 2008), h. 932.
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lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral
yang tidak memiliki kewenangan memutus.®

D. Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen research, artinya tanpa data tidak
akan ada research. Data yang akan dipakai dalam research haruslah data yang
benar karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Dengan
demikian, maka diperlukan sumber data agar informas yang diperlukan dapat
akurat.

1. Dataprimer, yakni data utama dalam sebuah research, yang didapatkanpendliti
melalui field research dengan metode wawancara (tanya jawab)terhadap
informan yang telah ditentukan yaitu 1 orang hakim dan kedua belapihak
penggugat dan tergugat kasus sengketa waris.

2. Data sekunder, yakni data penunjang yang erat korel asinya dengan datautama,
didapatkan peneliti melalui library research dengan mengumpulkan Undang-
undang kewarisan dan putusan sengketa waris dalam perspektif hukum Islam,
buku-buku dan research terdahulu yang relevan maupun publikasi lainnya
yang ada relevansinya dengan penelitian, sehingga dapatdifungsikan dalam
menganalisa maupun penunjang data.

E. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri Quantitative Research ialah peneliti bertindak sebagai
instrumen penelitian sehingga kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti

harus berinteraksi langsung dengan informan dengan cara mengamati, bertanya,

81 Sabarudin, “Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang diselesaikan Melalui Medias di Mahkamah
Syar’iyah  Lhoksukon (Studi Kasus atau Putusan Nomor: 493/PDT.G/2015/MS-LSK)”, Diakses dari
http://repository.uinsu.ac.id/ pada 02 Desember 2020, pukul 19:14
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mendengar, meminta dan mengambil data penelitian.® Instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:
1. Pedoman wawancara (tulisan singkat yang berisikan pertanyaan yang
memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak),
2. Alat tulis berupa buku dan pulpen untuk mencatat pokok-pokok hasil
wawancara,
3. Alat rekaman seperti telepon seluler untuk merekam hasil wawancara
(difungsikan bila peneliti mengalami kendala mencatat hasil wawancara),
4. Dokumentasi (beberapa nomor perkara yang dibutuhkan).
F. Teknik Pegumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka pendliti tidak
akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Observas
Observas ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena
sosia  dan geaagegada pskis dengan jadan pengamatan dan
pencatatan.Berdasarkan peran peneliti, observasi dapat dibedakan menjadi
observas partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang
diamati) dan observasi non partisipan (peneliti tidak perlu ikut menjadi objek

yang di observasi, s peneiti cukup mengamati kegiatan yang di

82 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfaabeta, 2017), h. 60
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observasi).®Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan,
yakni peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kasus putusan gugat cerai,
tapi cukup mengamati kegiatan sidang Putusan di Pengadidlan Agama
Palopo.Data yang ingin diperoleh adalah fakta dan data, faktor penyebab
mengambil keputusan dan dampak yang terjadi.
2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud
tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (in
dept interview) yakni penelusuran secara aamiah yang berkembang
dilapangan untuk mengetahui permasalahan secara mendetail mengenai
informasi yang akan diperoleh terhadap informan yang telah ditentukan oleh
peneliti. Pada tahap ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa
pertayaan-pertanyaan tertulis yang telah peneliti siapkan sehubungan dengan
Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan Melalui Mediasi Di
Pengadilan Agama Kota Palopo.Data yang ingin diperoleh adalah kasus
gugatan sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo,dan
kebijakan hakim dalam mengambil putusan terhadap kasus gugat sengketa
waris.

3. Dokumentasi

83 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 143.
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Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk
memperoleh data dalan Qualitative Research, dengan teknik
mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti. ® Dokumentasi diperoleh
menggunakan aat rekaman seperti telepon seluler untuk merekam hasil
wawancara maupun dokumen lainnya berupa dokumen nomor perkara yang
dibutuhkan, buku dan research yang relevan dengan Pertimbangan Hakim
terhadap Putusan sengketa warisdi Pengadialan Agama Palopo.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan datauntuk membuktikan apakah research yang dilakukan
benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang
diperoleh. Uji keabsahan data dalam qualitative methode meliputi:*

1. Credibility Uji (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil
penelitian yang disgjikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan
tidak meragukan sebagal sebuah karya ilmiah dilakukan. Dapat dilakukan
dengan cara
a) Perpanjangan pengamatan Dengan perpanjangan pengamatan berarti

peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi
dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.
Dengan adanya perpanjangan pengamatan akan semakin terbentuk rapport
antara peneliti dengan informan (kehadiran peneliti tidak mengganggu

perilaku informan), semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai

84Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik,(Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 188
85 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 121
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sehingga informan dapat menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Dalam
perpanjangan pengamatan peneliti fokus pada data yang telah diperoleh
(memastikan kebenaran data, berubah atau tidak setelah dicek kembali ke
lapangan).Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh
sudah dapat dipertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, maka
perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b) Meningkatkan ketekunan Meningkatkan ketekunan secara berkelanjutan
maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau
direkam secara pasti dan sistematis. Untuk meningkatkan ketekunan
dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, seperti buku, hasil
research yang relevan, maupun dokumen-dokumen terkait sehubungan
dengan Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan Melalui
Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Palopo. Dengan cara demikian,
wawasan peneliti akan semakin luas sehingga dapat digunakan untuk
memeriksa data yang ditemukan itu benar, dipercaya atau tidak.

2. Triangulasi

Triangulas dalam pengujian kredibilitas diartikan sebaga pengecekan

datadari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu sehingga hasil

penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Terdapat 3 jenis
triangulasi yang dapat mendukung sehingga diperoleh keabsahan data, yaitu :

a) Triangulas sumber, yakni menguji kredibilitas data yang dilakukan
dengan cara mengecek data yang telah diperolen melalui beberapa

sumber. Data yang diperoleh dari kebijakan hakim dalam mengambil
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keputusan terhadap gugatan cerai karena perselingkuhan dideskripsikan
untuk mengkategorisasikan pandangan yang sama, berbeda dan lebih
spesifik. %

b) Triangulasi teknik, yakni menguji kredibilitas data dengan cara mengecek
data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Artinya, data
yang diperoleh dari wawancara terhadap informan dipastikan
kebenarannya dengan observasi maupun dokumentasi.Bila dengan teknik
pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda,
maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang
bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau
semuanya benar karena sudut pandangnya yang berbeda-beda.

c) Triangulas waktu, yakni menguji kredibilitas data dalam waktu yang
berbeda. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari
pada saat informan masih segar, akan memberikan data lebih valid
sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan
dengan wawancara, observas atau teknik lain dalam waktu atau situas
yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka
dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian
datanya.

3.  Menggunakan bahan referensi Yaitu adanya pendukung untuk membuktikan
data yang telah ditemukan oleh peneliti. Alat-alat bantu perekam dalam

qualitative research seperti kamera, handycam dan alat rekam suara yang

86 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 127
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lainnya sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah
ditentukan peneliti.
H. Teknik Analisa Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga
mudah untuk dibaca dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data
yang teratur. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan
tahapan-tahapan:®’
1. DataReduction (Reduksi Data)

Mereduks data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang
lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. DataDisplay (Penyajian Data)

Penygjian data merupakan proses pengumpulan informasi yang
disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang
diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penyagjian data bisa dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart
dan sgenisnyaYang paling sering digunakan untuk menyajikan data
dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion Drawing/Verification

87 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 92
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Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awa yang dikemukakan masih
bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti
yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung
oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke
lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel.Adapun anaisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara
menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk
memperoleh kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian
menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang
realita yang terjadi dilapangan. Artinya, dalam research ini data yang
diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, dipisah-pisahkan dan
dikategorikan sesual dengan rumusan masalah yang telah ditentukan yakni
fakta dan data Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang diselesaikan

melalui Mediasi Di Pengadilan Agama K ota Palopo.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokas Penelitian
1. Sgarah Berdirinya Pengadilan Agama K otaPalopo
Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan
diundangkannya aturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 dengan
penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958, tepatnya pada bulan
Desember 1958 terbentuklah pengadilan Agama/Mahkamah Syariah
Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati |11 Tana Torga.
Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah
Syariah Palopo hanya mempunyai dua orang pegawai yaitu seorang
ketua (Bpk. KH. Muh. Hasyim) bekas gadhi Luwu dan seorang
pesuruh bernama La Bennu pada waktu itu. Pada waktu itu Pengadilan
Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara—
perkara yang berdatangan dan belum dapat mengadakan sidang,
berhubungan karena belum ada panitera dan belum ada anggota—
anggota untuk bersidang. Setelah berjalan kurang lebih empat bulan
maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera
sudah ada dan anggota—anggotanya sudah ada yangdiangkat.®
Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat
untuk keperluan sehari-hari yang merupakan keperluan primer

yangmerupakan keperluan primeryang sangat memprihatinkan

88 Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo
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danmerupakan keperluan primer yang sangat memprihatinkan dan
biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai
keperluan sehari-hari. Sarana gedung perkantoran yang menjadi
kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan
partikuler yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status
sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada
tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi
segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang
personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi
penunjang terlaksananya tugas-tugas namun juga tidak memadai,
kgadian ini berlaku akhir tahun 1965. Pada awa tahun 1965
Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang
memadal serta tenaga—tenaga personil mulai dilengkapi, un masih jauh
dari sempurna sampai tahun 1974. Pada awal tahun 1974 menjelang
berlakunya undang — undang no. 1 Tahun 1974 yang pelaksanaanya
bulan Oktober 1975. Segak itu Pengadilan Agama Paopo
mempersiapkan diri  untuk menghadapi penambahan tugas dan
mengusulkan tenaga — tenaga terampil untukmenangani penambahan
tugas tersebut. Pada tanggal 30 Januari 1978 Pimpinan Sementara
Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yang definitif yaitu,
KH. Abdullah Salim dan pada tahun tersebut pengadilan Agama
Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan

tersebut dmulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama.
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Pada awal tahun 1982 K etua Pengadilan Agama Palopo (KH.Abdullah
Salim) digantikan oleh Drs.Muh.Djufri Palallo dan lama dipindahkan
ke Enrekang.

Pengadilan Agama Palopo yang berkantor di Jalan Andi
Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan
tingkat pertama dan dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Kota
Palopo merupakan salah satu dari tiga Kota di daerah Sulawesi Selatan
dan Sulawes Barat sebagali persigpan untuk menjadi Kota Madya :
Bone, Pare-pare, dan Pal opo.

Pengadilan Agama Palopo sebelum adanya pemekaran
daerah Tingkat 11 Kabupaten Luwu, dimekarkan menjadi empat
K abupaten yaitu:®
a. Kabupaten Luwu Ibu Kota Belopa
b. Kota Palopo Ibu K otaPalopo
c. Kabupaten Luwu Utara lbu KotaM asamba
d. Kabupaten Luwu Timur Ibu Kota Malili

Membawahi wilayah yuridiksi dari ke empat kabupaten
diatas, dengan jumlah penduduk + 954.523 jiwa yang terdiri dari suku
Bugis, Luwu, Toraja, Mekongga, Tolaki, Bajoe, Toware. Pengadilan
Agama Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi (hukum) yaitu
meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang Ibu Kotanya Belopa

dan Kotif Palopo sendiri. Adanya wilayah yuridiksi Kabupaten luwu

89 Dokumen Pengadilan Agama Palopo
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masuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya
Pengadilan Agama Luwu, adapun luas wilayah KabupatenLuwu yaitu
+ 300,025 km2 dan Kota Palopo yaitu 247.52 km2 . Jadi wilayah
yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu : 324.777km2.%°

Peradilan agama sebaga salah satu isntitusi peradilan di
Indonesia telah ada dan melembaga jauh sebelum masa kemerdekaan.
Berdasar pada Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pemerintah
Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan
keberadaan peradilan agama. Sebaga pelaksanaan dari UU tersebut di
atas, pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agamadi luar Jawa dan Madura.

Sebagai tindak lanjut dari PP No.45 Tahun 1957 tersebut, maka
pada tanggal 6 Maret 1958, Menteri Agama RI mengeluarkan Penetapan
Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan
Irian Barat. Atas dasar inilah, maka pada bulan Desember 1958
dibentuklah Pengadilan Agama Palopo yang wilayah hukumnya melipuiti
daerah Kabupaten Dati Il Luwu dan Kabupaten Dati Il Tana Torga
sampai dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makae tahun
1966 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 Tentang

Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah

90 Sgjarah Berdirinya Pengadilan Agama Palopo, http.//mww.pa-palopo-go.id (18 Agustus 2021)
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Tingkat Il di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember
1966.

2. Lokas Pengadilan Agama K otaPalopo

KANTOR PENGADILAN AGAMA PALOPO

J. Andi Djemma No. 111, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara,
Kota Palopo, Propinsi Sulawes Selatan, 91921

Telp : 0471-21194
Fax . 0471 -22686
Website : http://pa-palopo.go.id
Email : palopo@pta-makassarkota.go.id
Infomasi @pa-pal opo.go.id
3. Vis dan Mis Pengadilan Agama K otaPalopo

VIS :
"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PALOPO YANG

AGUNG"
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MISI:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada pencari

keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama K otaPalopo

Ketua
WakilK etua

Hakim

Sekretaris

Panitera

Panitera Muda Permohonan
PaniteraM uda Gugatan

Panitera MudaHukum

Jurusita

Muh. Gazali Y usuf,S.Ag.
Hapsah,S.Ag.,M.H.

Merita Selvina,S.H.l.,M.H.
Mohammad Shofi Hidayat, S.H.1.
Muhar Muhgjir,S.H.

Shafar Arfah,S.H.,M.H.
DraJuita

Hj. Mariani,SH.

Dra. Nasrah Arif,S.H.
Rismayani,S.H. Bastian,S.H.I.

Bulu Pangerang,S.H.

Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan : Hj. Hasyanti,S.Ag

Kasubbag K epegawaian, dan Ortala :  Muhklishah S,S.E. Kasubbag

Kasubbag Umum dan Keuangan

Darahim,S.Ag.
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5. Tugas Pokok dan Fungs PengadilanAgama

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan

berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan

berdasarkan Hukum Islam serta Waqgaf, Zakat, Infag dan Shadagah

serta Ekonomi Syari“‘ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor

50 Tahun 2009.

1

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama
mampuM emberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi
Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan
danEksekusi.

Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding,
Kasas, dan Peninjauan Kembali serta Administras
Peradilanlainnya.

Memberikan pelayanan Administrass Umum pada semua unsurdi
Lingkungan Pengadilan Agama.

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum
Isam pada instanss Pemerintah di daerah Hukumnya
apabiladiminta.

Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama

Idam.
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6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk
pengambilan Deposito/Tabungan danse bagainya.

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan
Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan
Riset/Penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum
dan sebagainya ™

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Mekanisme Pengajuan Gugatan Waris di Pengadilan Agama Kota

Palopo

Pasal 49 undang — undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
tentang peradilan agama undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang
perubshan atas undang-undang nomor 50 tahun 2009. % Bahwa untuk
mengetahui wewenang pengadilan agama kota palopo di dalam mekanisme
pengajuan gugatan waris penulis menemui mewawancaral lebih lanjutBapak
Shafar Arfah.S.H. M.H, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, beliau
adalah panitera di Pengadilan Agama Palopo. Untuk mempermudah
mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang
diteliti, maka penulis membagi pertanyaan kedalam beberapa sub
permasalahan, vyaitu; pertama: yang berhubungan dengan kewenangan

pengadilan agama kota palopo di bidang perkara waris, kedua: mekanisme

91 http ://www.pa.- palopo.go.id/iindex.php - tentang - pengadilan/profile - pengadilan/tugas-pokok-dan-
fungsi diakses padatanggal 18 agustus 2021. pukul 21.00 wita.

92undang-undang nomor 50 tahun 2009, Himpunan peraturan perundang-undangan peradilan aganma di indonesia,

(Bandung : Gramedia2010) h. 382
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pengajuan gugatan di Pengadilan Agama kota Palopo, dan ketiga : berhubungan
dengan syarat formil sebuah gugatan.
Kewenangan Pengadilan Agama K ota Palopo

Untuk mendapatkan jawaban yang berkenaan dengan sub permasalahan
wewenang pengadilan agama kota palopo di bidang sengketa waris, penulis
bertanya *“apakah ada pemangkasan kewenangan Pengadilan Agama kota
Palopo khususnyadi bidang waris ? beliau menjawab :

“secara substansial sebenarnya tidak ada, Pengadilan Agama palopo
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris bagi
orang-orang yang beragama Islam dan masih ada lagi perkara -perkara yan
lain, yaitu penetapan siapa yang menjadi ahli waris, dan penetapan bagian
masing- masing ahli waris.Untuk memperjelas perbedaan antara putusan
dengan penetapan penulis bertanya lagi “sebenarnya apa yang membedakan
antara putusan/memutus pada pertanyaan pertama dengan
penentapan/menetapkan pada jawaban kedua?” beliau menjawab “istilah
putusan digunakan untuk perkara yang mengandung sengketa dan dilanjukan
dengan gugatan, adapun penentapan tidak diawali dari sengketa,hanya diawali
dari permohonan seseorang atau beberapa orang tentang keberadaanya sebagai
ahli waris.”®

Biasanya penetapan ini erat kaitannya dengan pengurusan harta pewaris
yang tersimpan di Bank dan lembaga keuangan lain, yang tidak bisa diambil
kecuali oleh ahli waris, dan ahli waris harus dapat membuktikan dirinya
sebagai ahli waris yang sah dengan bukti yang otentik.

Selanjutnya penulis bertanya lagi “lalu bagaimana keadaanya dengan
sengketa waris yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kota Palopo?” beliau
menjawab:“Pengadilan Agama Kota Palopo sampai saat ini berjalan dengan
baik, namun bilaada pihak yang ingin mendapatkan penguatan setelah
perkaranya diputus dari Pengadilan Agama maka kepada mereka tetap harus
mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan dengan cara
mengajukan gugatan. Tapi perlu saya tambahkan bahwa pengauan gugatan
harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebaga alat

93Bapak Shafar Arfah .SH.M.H, Wawancara. Pada Tanggal 9 September 2021. Pukul 10.00
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bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek
sengketa.”**

Melalui jawaban yang penulis dapatkan dari wawacara di atas maka
penulis mencoba menganalisanya sebagai berikut:

Jawaban Bapak Shafar Arfah.SH., M.H. yang berkenaan dengan
wewenang Pengadilan Agama Kota Palopo adalah memeriksa, mengadili dan
memutus perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam. Hal ini sesuai
dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
PeradilanA gama:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang:

waris

wasi at

hibah

wakaf

zakat

infaq

shadagah; dan

ekonomisyari'ah.”

Perkawinan

TSTQ@ TP a0 T

Berdasarkan hal tersebut tentang peradilan agama dimaksudkan untuk
memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu
agar prinsip kebebasan hakim dapat berjalan pararel dengan prinsip integritas
dan ankuntabilitas hakim. Perubahan juga menuju kepada penguatan
pengawasan hakim bak pengawasan interna lembaga hukum maupun

pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh komisi yudisial

94Bgpak Shefar Arfah .SH.M.H, Wawancara. Pada Tanggd 9 September 2021. Pukul 10.00
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dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku
hakim.

Bahwa dengan ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan
agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik dan keperdataan lain yang
terkait dengan objek sengketa yang di atur dalam pasal 49 apabila subjek
sengketa antara orang yang beragama islam dan dalam hal ini objek sengketa
lebih dari satu objek diajukan keberatannya di pengadilan agama.*®

Pengadilan merupakan suatu tempat bagi seseorang maupun badan
hukum untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perkara hukum yang terjadi
selain dengan aternatif penyelesain suatu perkara sengketa secara letigasi
maupun non litigasi.

Sebagal negara hukum , Indonesia menjamin warga negaranya untuk
menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan  yang
merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.Maka kewenangan pengadilan
khususnya pengadilan agama umtuk memfasiltasi bagi orang-orang yang
bersengketa.®°

Maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hakim harus
memaksimalkan waktu untuk mempergunakan wewenangnya mengusahakan
perdamaian bukan hanya menjalankan formalitas undang-undang belaka.

Berkenaan dengan jawaban beliau yang berhubungan dengan wewenang
lain Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu penetapan sigpa yang menjadi ahli

waris,dan penetapan bagian masing -masing ahli waris,menurut penulis hal ini

95Adhi Suligiyono, Sstem Peradilan di Indonesia dalam Teori danPraktik, (Depok:Prenadamedia Grup 2018) h.1
96Zana Hoeseln, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Malang: Setara Press, 2016,him .48



mengacu pada penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di
atas serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan
sigpa yang menjadi ahli waris, penetapan bagian masing-masing ahli
waris. ¥ Dengan demikian Pengadilan Agama, sdain berwenang memutus
sengketa berdasarkan gugatan, juga berwenang menetapkan ahli waris
berdasarkanpermohonan.
Adapun yang berkenaan dengan adanya sengketa waris yang telah
diputus di Pengadilan Agama kepada mereka diperbolehkan mengajukan
kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan dengan cara mengajukan gugatan.
Menurut penulis hal ini mengacu pada Pasal 36 PERMA RI. Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Proses Mediasi diPengadilan:®
(1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil
menyelesalkan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan
Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan
yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara
mengaj ukan gugatan.

(2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri
dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang

menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objeksengketa.

97 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 22. Lihat pula Pagar, Himpunan Peraturan Perundang- undangan Peradilan Agama di Indonesia,
(Medan: Perdana Publising, 2010), h. 381.

98 Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia
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(3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan
Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan
Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat(2).

. Mekanisme Penggjuan Gugatan Waris di Pengadilan Agama Kota Palopo

Untuk mengtahui lebih lanjut mengenai mekaninsme pengajuan
gugatan di Pengadilan Agama Kota Palopo, penulis mengajukan pertanyaan

“bagaimanakah cara memasukkan gugatan waris di Pengadilan Agama Kota

Palopo?” beliau menjawab :

“pengajuan gugatan diPengadilan Agama Kota Paopo, sebagaimana
halnya Pengadilan Agama dan juga Pengadilan Agama di Indonesia
memakai cara Gugatan.”

Selanjutnya penulis bertanya lagi “apa yang dimaksud dengan
Gugatan?beliau menjawab:
“penyampaian gugatan atau permasalahan perdata yang mengandung sengketa
antara dua pihak atau lebih dengan cara mengagukan gugatan kepada Ketua
Pengadilan yang beris permintaan agar pengadilan memanggil para pihak
untuk diperiksa berkenaan dengan sengketa antarmereka dimana salah satu
pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lai sebagai tergugat.”*®
Untuk lebih memperjelas jawaban yang penulis dapatkan, penulis
melanjutkan pertanyaan “apakah gugatan langsung diserahkan kepada Ketua
Pengadilan?” beliau menjawab:
“permohan atau gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan, tetapi
diserahkan kepada Panitera Pengadilan. Selain itu pemohon wajib
membayar ongkosperkara.”

Dan untuk lebih mendalami sub permasalahan yang berhubungan

dengan mekanisme pengagjuan gugatan waris di Pengadilan Agama Palopo,

99 Bapak Shafar,S.H.M.H,Wawancara, Pada tanggal 9 September 2021.Pukul 10.00
100 Bapak Shafar, S.H.M.H, Wawancara, Pada tanggal 9 September 2021.Pukul 10.00
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Maka penulisan melanjutkan dengan pertanyaan “bagaimana bentuk syarat
formil sebuah gugatan?
“beliau menjawab bahwa gugatan berbentuk tertulis, disamping itu
gugatan juga harus ditandatangani dan diberi materai secukupnya

penandatanganan boleh dilakukan oleh pemohon tetapi boleh juga oleh
kuasa hukumnya.”***

Selanjutnya yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat lebih
teknis, penulis bertanya lagi “apakah hanyaitu sgja yang menjadi syarat sebuah
gugatan?” beliau menjawab:

“Masih ada lagi yaitu; gugatan harus dicantumkan tanggal, harus
mencantumkan aamat Ketua Pengadilan agama kota palopo
mencantumkan nama lengkap dan alamat para pihak, penegasan para
pihak dalam perkara, menguraikan posita atau dalil gugatan, perumusan
hal-hal yang bersifat assessor, mencantumkan permintaan untuk dipanggil
dan diperiksa, dan harus menyebut petitum gugat, dan untuk lebih
detailnya saudara silahkan buka buku Hukum Acara Peradilan Agama
karangan Prof. Dr. Abdul Mana, SH,MH.”*%

Selanjutnya penulis mencoba menganalisa jawaban-jawaban yang penulis
terima dari beliau melalui wawancara di atas sebagai berikut

Mengenai jawaban beliau perihal gugatan dibuat berbentuk tertulis,
memang demikian seharusnya. Keterangan mengenai hal ini dapat pula
ditemukan pada M. Yahya Harahap di dalam Kedudukan Kewenangan dan
Acara Peradilan Agama, UU No.50 Tahun 2009 yang mengatakan “jika
gugatan berbentuk tertulis, harus memenuhi syarat formal berupa tanda tangan
dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan meterai yang berlaku.

Gugatan yang berbentuk tertulis inilah yang disebut *“suratgugatan”.

Selanjutnya perihal gugatan yang harus ditandatangani, dalam ha ini

101 Bapak Shafar, S.H.M.H, Wawancara, Pada tanggal 9 September 2021.Pukul 10.00
102 Bapak Shafar, S.H.M.H, Wawancara, Pada tanggal 9 September 2021.Pukul 10.00
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dapat juga dilihat pada M. Yahya Harahap di dalam Kedudukan Kewenangan
dan Acara Peradilan Agama, UU No. 50 Tahun 2009
yangmengatakan:Mengenai penandatanganan surat gugatan, dapat dilakukan
penggugat in person. Tetapi boleh juga ditandatangani oleh seorang atau
beberapa orang kuasa, asal sebelum membuat dan menandatangani surat
gugatan telah lebih dahulu mendapat “surat kuasa khusus”, jika surat kuasa
yang dimiliki hanya bersifat “kuasa umum?”, tidak sah menandatangani surat
gugatan.’®

Berhubungan dengan pemberian materai secukupnya menurut M.
Yahya Harahap “memang benar ketentuan formal, tetapi sekaligus bersifat
administratif. Maksudnya, sekiranya pada saat dimasukkan surat gugatan
ternyata belumbermaterai, cukup Panitera yang menerima bisa menyuruh
umtuk dipenuhi pada penggugat.Tidak layak untuk dibiarkan.

Sehubungan dengan gugatan yang harus dicantumkan tanggal, harus
mencantumkan alamat Ketua Pengadilan Agama, mencantumkan nama nama
lengkap dan alamat para pihak dan lain-lain dapat dianalisa sebagi berikut:

a Gugatan harus dicantumkan tanggal; tanggal boleh pada bagian depan
halaman pertama, boleh puda pada halaman akhir di atas tanda tangan
penggugat. Kealpaan mencantumkan tanggal tidak memengaruhi kealpaan
gugat. Karenatanggal bukan syarat formal suratgugatan.

b. Harus mencantumkan alamat Ketua Pengadilan/Mahkamah; surat gugatan

dialamatkan kepada Ketua Pengadilan. Oleh karena itu surat gugatan harus

103M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 50 Tahun 2009;
Jakarta:Sin
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mencantumkan bahwa gugatan dialamatkan kepada K etuaPengadilan.

. Mencantumkan nama nama lengkap dan alamat para pihak; hal ini
merupakan faktor esensial syarat formal surat gugatan. Sedapat mungkin
menuliskan nama selengkap-lengkapnya termasuk gelar atau panggilan
sehari-hari guna menghindari error in persona.

. Penegasan para pihak dalam perkara; penegasan para pihak dalam gugatan,
penulisannya langsung setelah penyebutan identitas. Kelalaian atas
penegasan ini dapat dianggap obscurelibel.

. Menguraikan posita atau dalil gugatan; posita adalah “dalil” atau “alasan”
gugatan. la merupakan esensi gugatan yang beris hal-hal penegasan
hubungan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan pada
satu segi, hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat serta
hubungan tergugat dengan objek sengketa pada segi lain. Posita lazim pula
disebut sebagai pokokperkara.

. Perumusan hal-hal yang bersifat assesor, secara sederhana assesor dapat
diartikan dengan gugatan tambahan yang melekat pada gugatan pokok,
dalam hal ini gugatan ini dapat diajukan bersamaan dengan gugatan pokok,
walaupun pada dasarnya gugatan assessor ini dapat digjukan secara terpisah
setelah gugatan pokokterpenuhi.

. Mencantumkan permintaan untuk dipanggil dan diperiksa; pencantuman
permintaan agar para pihak dipanggil dan diperiksa dalam persidangan
adalah rumusan formal, namun rumusan ini bukan syarat forma yang

menentukan keabsahan surat gugatan. Sekiranya lalai mencantumkan tidak
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mengakibatkanSurat gugatancacat.

h. Harus menyebut petitum gugat; petitum gugat disebut juga diktum gugat.
Petitum gugat merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu
persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk
dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama kepada para
tergugat. Dengan kata lain petitum merupakan kesimpulan akhir gugatan
yang berisi rincian tuntutan penggugat kepada tergugat. Dalam bahasa
sehari-hari disebut juga dengan tuntutan hukum yang diminta penggugat
untuk dijatuhkan Pengadilan kepadatergugat.

2. Medias Sengketa Waris yang di Laksanakan oleh Mediator di
Pengadilan Agama K ota Palopo

Sebagaimana diterangkan pada bab yang lalu bahwa mediator adalah
hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral
yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian. Maka untuk mengetahui bagaimanakah
upaya Mediator dalam membantu para pihak yang berperkara dalam
penyelesaian sengketa maka penulis pada tanggal 14 September 2021 pada
pukul 16.00 mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kota Palopo bertemu
langsung dan mewawancarai lbu Merita Selving SH.M.H beliau adalah

Mediator pada sengketa waris Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-PLP. Dalam hal ini

Ibu Merita SelvingS.H.M.H berhasil mendamaikan para pihak yang

bersengketa sehingga mencapal  kesepakatan yang dituangkan dalam
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AktaPerdamaian.

Agar inti permasalahan yang penulis teliti dapat terjawab dengan baik
dan efesen maka penulis membagi permasaahan kepada lima sub
permasalahan, yaitu; pertama: yang berhubungan dengan keabsahan Mediator,
kedua: berhubungan dengan sifat proses mediasi, ketiga: yang berhubungan
dengan tugas Mediator, keempat: berhubungan dengan proses pemanggilan
para pihak, dan kelima: berhubungan dengan tahapan proses dan hasil:

a Keabsahan Mediator

Penulis memulai wawancara dengan bertanya “sesuai dengan Pasal 1
ayat (2PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Medias di
Pengadilan, dalam hal ini apakah Ibu seorang hakim di Pengadilan Agama
Palopo ini atau pihak lain di luar Pengadilan?”, beliau menjawab

“saya seorang hakim di Pengadilan ini dan sekaligus sebagai hakim
mediator,yang menangani perkara sengketa waris yang di gukan
gugatang nya di Pengadilan Agama Kota Palopo dan sebagai mana yang
di amanahkan sesuai dengan Pasa 1 ayat (3) sebagal mediator saya
sudah memiliki sertifikat yang di terbitkan maupun yang di keluarkan
oleh MA”1%

Lalu untuk mengakhiri wawancara pada sub permasalahan ini
penulis mengajukan pertanyaan “berdasarkan Pasal 1 ayat (5), siapakah
yang menunjuk Ibu untuk menjadi Mediator pada perkara ini?, beliau
menjawab

“awalnya saya dipilih dan disepakati
ol ehparapihak,lal uditetapkanol ehK etua Pengadilan Agama Pdopo tentu di
pilihnya saya sebagal hakim mediator maka dalam hal ini saya merujuk

kepada PERMA RI No 1 tahun 2016 bagaimana upaya. Hakim dalam
hal ini saya secara pribadi , agar penggugat dan terguggat mempunyai

104Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Merita Selving, SH.I.M.H, sdaku Mediator pada tanggal 14
September 2021 pukul 16.00 WITA.
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i’tikad baik untuk berdamai sesuai dengan PERMA RI No 1 tahun 2016
pasal 7 tentang kewajiban melasanakan mediasi dengan i’tikad yang
baik.””"®
Berdasarkan jawaban-jawaban pada wawancara ini penulis mencoba
menganalisa sebaga berikut:Bahwa lbu Merita Selvina,S.H.I.M.H adalah
Mediator yang berasal dari hakim pada Pengadilan Agama palopo setempat,
dan ini sangat dimungkinkan berdasarkan Pasa 1 ayat (2) PERMA No. 1
Tahun 2016, sebagaimana dikatakan: “Mediator adalah Hakim atau pihak
lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu
para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan  cara memutus  atau
memaksakan sebuah penyelesaian.’”*®
Adapun keberadaan hakim yang belum memilki Sertifikat Mediator,
ini juga boleh asalkan sga hakim tersebut di ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi:
“Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat
dapat menjaankan fungsi Mediator dalam ha tidak ada atau terdapat
keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.”
Berhubungan dengan penunjukan hakim sebagai mediator oleh
Ketua Pengadilan telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (5) “Ketua Pengadilan
menunjuk Mediator yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang
memutustan.”*%®

b. Sifat ProsesMediasi

Pada sub permasalahan ini penulis memulai pertanyaan yang

105Pasal 1 ayat (2) PERMA RI. No. 1 tahun 2016.
106Pasal 3 ayat (5) PERMA RI. No. 1 tahun 2016.
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berhubungan dengan sifat proses yang dijalankan oleh Mediator, penulis
mulai bertanya “sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (1) PERMA
RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, “bahwa
mediasi pada dasarnya bersifat tertutup, dalam hal ini apakah mediasi yang
ibu jalankan tertutup atau terbuka?”” beliau menjawab :
“mediasi berjalan tertutup, dilakukan di ruang mediasi dan selama
proses mediasi baik penggugat maupun terguggat harus mempunyal
i"tikad baik dan itu di sampaikan pada saat sidang di mulai ,Para
pengugagat harus mengikuti  segala prosudur pada saat sidang
berlangsung,dan selama proses mediasi di ruang pengadilan agama
alhamduLillah berjalankondusif, lancar dansangat baik.”*"’
Selanjutnya penulis bertanya pula “berdasarkan Pasal 6 ayat (1)

apakah ada pihak yang dianggap penting tidak hadir?” beliau menjawab:

“semua yang dianggap penting hadir, ketika berhalangan hadir, selalu
diwakili oleh Kuasa Hukumnya.”

Lalu penulis bertanya lagi “sesuai Pasal 5 ayat (3) selama mediasi
berjalan, apakah ada pihak yang dianggap penting tidak hadir,
lalumediasidilakukan melalui  perantara media audiovisual? beliau
menjawab :

“selama mediasi berjalan tidak pernah sampai menggunakan media
Audio Visual.”

Melalui beberapa pertanyaan dalam wawancara mengenai sub
permasalahan ini penulis menganalisa sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan mediasi yang dilakukan di ruang tertutup
sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 5 ayat (1) PERMA No.

1 Tahun 2016, sebagaimana disebutkan: “proses mediasi pada dasarnya

107Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Merita Selvina, SH.I.M.H, sdaku Mediator pada tanggal 14
September 2021 pukul 16.00 WITA.
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bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.”*®Dan medias
dilakukan di ruang mediass Mahkamah setempat. Hal ini sudah sesuai
dengan Pasal 11 ayat (1) “Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi
Pengadilan atau di di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak.”*®
Selanjutnya yang berhubungan dengan itikad baik para pihak, tidak
ditemukan masalah apapun karena para pihak semuanya beritikad baik.
Demikian juga dengan kehadiran, yang juga hampir tidak ditemukan
masalah, dikarenakan ketika ada pihak yang dianggap penting tidak bisa
hadir, maka ia diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Masalah ini memang
dibolehkan oleh Pasal 18 ayat (3): “Dalam hal para pihak berhalangan hadir
berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4),
kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan
menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum

untuk mengambilkeputusan.”**°

. Tugas dan Paran Mediator

Untuk mencari jawaban pada sub permasalahan ini penulis memulai
pertanyaan dengan “sesuai dengan Pasal 14 PERMA RI. No. 1 Tahun 2016
Tentang Proses Mediasi di Pengadilan,”apakah saat memulai mediasi lbu
telah menjalankan tugas dan peran dengan baikseperti sebagai mediator
harus memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak

saling menyapa dan menunjukkan sifat i’tikad baik, beliau menjawab:

108Pasal 5 ayat (1) PERMA RI. No. 1 tahun 2016.
109Pasal 11 ayat (1) PERMA RI. No.1 tahun 2016.

110Pasal 18 ayat (3) PERMA RI. No.1 tahun 2016
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“lya,sementaraperkenalan diantara mereka tidak perlu lagi karena
mereka sudah saling Mengenal.”

a menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak?”
beliau menjawab “iya, bahkan sebagian mereka sedikit banyaknya sudah
mengetahui tujuan dan sifatmediasi.”

b. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak
mengambil keputusan?” beliau menjawab “iya, dan mereka juga tahu
posisi saya selaku Mediator.”

c. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak?” beliau
menjawab “iya, dan mereka, dalam hal ini banyak dibantu oleh Kuasa
Hukum.”menjelaskan

d. bahwa Ibu selaku Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu
pihak tanpa kehadiran pihak lainnya?” beliau menjawab:“iya, mereka
juga memaklumi halini.”***

Selanjutnya masih yang berhubungan dengan tugas seorang
Mediator di dalam medias dan masih merujuk pada Pasal 14, penulis
kembali bertanya “apakah selaku mediator Ibu juga menjalankan tugas-
tugas dan peran sebagai berikut:”

a Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak?” beliau menjawab “iya,
dan mereka aktif dalam hal ini.”

b. Mengisi formulir jadwal mediasi?” beliau menjawab “iya, dan itu wajib”

c. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan

permasalahan dan usulan perdamaian?” beliau menjawab “iya, dan

111Hasil Wawancara Penulis dengan lbu Merita Selvina, SH.I.M.H,selaku Mediator, pada tanggal 14
September 2021 pukul 16.00 WITA
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dibantu oleh KuasaHukum”

d. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan

berdasarkan skala proritas?” beliau menjawab*iya.”

Selanjutnya masih berhubungan dengan tugas mediator dalam
sebuah mediasi, penulis bertanya pula “masih berdasarkan Pasal 14, selain
itu apakah Ibu memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:

Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak?”” beliau menjawab
“iya, ini di lakukan dalam setigppertemuan. Dan kuasa Hukum dan
mendorong para pihak untuk ke arah penyelesaian,mengajukan usul atau
gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa,mendorong  dan
membantu para pihak untuk memahami pokok masaah dalam
berlangsungnya perundingan dengan baik.

1 Mencari berbagal pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak?”
beliau menjawab“iya.”

2 Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan
perdamaian?” beliau menjawab “iya, dibantu oleh KuasaHukum.

3 Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak
dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara?”
beliau menjawab “menyampaikan laporan keberhasilanmediasi.”

4 Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan
menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara?” beliau menjawab
“tidak, karena para pihak beritikad baik.”

Dari jawaban yang penulis terima melalui wawancara dengan
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Mediator, penulis dapat analisa sebagai berikut:

Bahwa Mediator telah menjaankan tugas dan perannya dengan baik
sesual dengan Pasal 14. Ini terbukti dari jawaban yang penulis terima,
dimana setiap pertanyaan yang penulis tanyakan dijawab dengan “iya.”

Adapun fungsi  dan peran Mediator yang terdapat pada Pasal 14

yaitu:
Dalam menjalankan fungsi dan perannnya, Mediator bertugas:

a Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak
untuk saling memperkenakandiri;

b) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;

¢ Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak
mengambil keputusan;

d) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama parapihak;

e Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan
satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);

f) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;

g) Mengis formulir jadwalmediasi;

h) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan
permasal ahan dan usulanperdamaian;

i) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan
berdasarkan skala proritas

j) Memfasilitas dan mendorong para pihakuntuk:

1) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;

112Pasal 14 PERMA RI. No. 1 tahun 2016
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2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;
3) bekerja sama mencapai penyelesaian;
K) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan
perdamaianan
l) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak
dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim PemeriksaPerkara;
m) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan
menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
n) tugas lain dalam menjalankanfungsinya.
Adapun bebergpa jawaban beliau yang berhubungan dengan
keterlibatan Kuasa Hukum dalam mediasi, ini telah sesuai dengan Pasal
18ayat (1) dimana dikatakan:

“Kuasa Hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan
kewajibannya dalam prosesmediasi.

d. Proses Pemanggilan ParaPihak
Untuk mencari jawaban yang berhubungan dengan sub permasalahan ini
penulis memulai pertanyaan dengan “sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) PERMA
RI. No. 1 Tahun 2016” ™ Tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Penulis
bertanya “setelah Ibu mendapatkan penetapan sebagai Mediator, kapan ibu
menetapkan jadwal mediasi?” beliau menjawab :
“tiga hari setelah itu, saya harus bergerak cepat karena saya menyadari
bahwa para pihak masing — masing mempunyai kesibukan sebab kasus ini

terjadi karena ada pihak yang merasa di rugikan maka dari itu harus ada
pendalaman kasus agar pada saat didalam persidangan antara penggugat

113Pasal 21 Ayat (1) PERMA RI. No. 1 tahun 2016.
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dan tergugat bisa memahami akan kedudukannya masing-masing.”*'*

Lalu penulis bertanya lagi “sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) siapakah yang
melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara?, beliau menjawab:
“pemanggilan dilakukan oleh Panitera dan dibantu oleh juru sita.

Lalu penulis bertanya tentang itikad baik para pihak dengan memberi
pertanyaan “sesuai Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 23 ayat (1), apakahada dari
kedua bela pihak atau diantara pihak (penggugat-tergugat) yang ber i’tikad
tidak baik?” beliau menjawab:

“semuanya beritikad bak, karena sebenarnya mereka itu satu
keluarga,Karena walaupun dari almarhum memiliki dua istri,dari istri
pertama di karuniai empat orang anak dan dari istri kedua tujuh orang
anak.”

Mengenai kasus sengketa waris melaui medias, tentunya harus

mengikuti semua prosudur sesuai PERMA RI. NO.1 TAHUN 2016,maka
upaya hakim mediator untuk mendamaikan dengan proses mediasi harus
optimal,Berdasarkan wawancara peneliti dengan hakim mediator sesuai yang
dipaparkan oleh ibu Merita Selvina,S.H.1.,M.H, bahwa:

‘‘Dalam proses sengketa waris yang terjadi di pengadilan agama kota
palopo maka saya sebagai hakim mediator berupaya untuk mendamaikan
kedua belah pihak baik pengugat maupun pihak tergugat dengan cara
memanggil kedua bela pihak yang bersengketa. Dalam proses pemanggilan
kedua bela pihak,para pihak di panggil secara dinas oleh mediator melal ui
jurusitamaka pada waktu yang di tentukan para pihak di panggil masuk di
ruangan mediass dan di sampaikan antara lain persyaratan
mediasi ,keuntungan kalau kalau mediasi berhasil,dalam proses medias
mediator melakukan pertemuan secara bersamaan antara kedua belah pihak
para penggugat dan tergugat untuk masing-masing memberikan
resumekemudian disatukanlah apa yang menjadi tawaran dari penggugat
dan tergugat,para pihak dalam perkara no 664/PDT.G/2018/PA.PLP,sudah

114Hasil Wawancara Penulis dengan lbu Merita SelvinaS.H.I.M.H, selaku Mediator, pada tanggal 14

September Juni 2021 pukul 16.00 WITA
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berusaha menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan,dalam gugatannya
sudah di selesaikan secara kekeluargaan tapi tidak berhasil,semua perkara
kewarisan dalam gugatannya sudah di selesaikan secara kekeluargaan
bahkan sampa ke pemerintah desa tapi tidak berhasil,makanya mereka
masukkan di pengadilan agama palopo,dari itu semua penjelasan dari kedua
belah pihak dihadapan hakim mediator agar kasus ini tidak usah di
lanjutkan untuk ke tahap selanjutnya mengingat bahwa semua harta yang
di miliki oleh tergugat karena ingin mengusai semuai objek yang di
wariskan oleh pewaris adalah sesuatu yamg tidak sah dalam pandangan
hukum,begitupun penggugat menyatakan bahwa harta yang di tinggalkan
oleh almarhum harus di bagi sesusai dengan pembagian hukum islam,dan
keduanya antara penggugat dan tergugat sepakat untuk berdamai’’**®

Dari jawaban-jawaban yang penulis terima pada saat wawancara dengan
Ibu Merita Selvina,S.H.1,.M.H. di atas penulismenganalisanya:

Bahwa apa yang dilakukan oleh beliau sudah tepat adanya, yaitu segera
setelah beliau ditetapkan sebaga Mediator, beliau langsung mengadakan
pemanggilan para pihak, ini dikarenakan belaiu sadar bahwa para pihak
sebagian besar mempunyai kesibukan. Pasal 21 ayat (1) menyatakan “Mediator
menentukan hari dan tangga pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan
penunjukan sebagai Mediator.Berhubungan dengan pemanggilan yang
dilakukan oleh Panitera juga sudah sesuai dengan Pasal 21 ayat (2),
sebagai mana dikatakan:

“Dalam hal mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa

Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan para pihak

dengan bantuan juru sSita atau juru sita pengganti untuk menghadiri

pertemuanM ediasi.**°

e. Tahapan Proses dan AkhirMediasi

Untuk hal yang berhubungan dengan tahapan medias penulis

115Hasil Wawancara Penulis dengan lbu Merita SelvinaS.H.I.M.H, selaku Mediator, pada tanggal 14
September Juni 2021 pukul 16.00 WITA
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menyampaikan beberapa pertanyaan, dan penulis memulai dengan pertanyaan
“sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang
Proses Medias di Pengadilan, kapan pastinya para pihak menyerahkan
resume™’ kepada Ibu?” beliau menjawab:

“tidak saya ingat, tetapi pada saat mediasi pertama kami sudah mulai
membahasanya

Selanjutnya penulis bertanya lagi
“sesuaiPasal24ayat(2),berapalamakahmediasiberlansung?Beliaumenjawab:

“tepatnya  satu bulan tetapi tidak setiap hari. Dan ada

waktuperpanjangan,selama kurang lebih tiga minggu danberdasarkan

Pasal 24 ayat (3)beradasarkan Pasal 24 ayat (4), “jika ada perpanjangan

waktu saya melaporkan setiap perkembangan mediasi kepada Hakim

Pemeriksa Perkara beserta alasannya agar proses medias tetap berjaan

lancar dan hakim pemeriksa perkara bisa mengetahui sampai sejauh mana

penanganan sengketa waris yang di gukan di pengadilan agama
»118

pal opo.

Berhubungan dengan keterlibatan pihak lain di dalam mediasi penulis
bertanya “berdasarkan Pasal 26 ayat (1) apakah ada pihak lain yang terlibat
di dalam mediasi ini, seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat?”beliau
menj awab:

“tak ada, karena pada dasarnya perkaraini termasuk perkararingan”.

Selanjutnya pertanyaan penulis menjurus pada hasil mediasi dan laporan,
penulis mengajukan pertanyaan berdasarkan Pasal 27 ayat (1), setelah medias
berhasil mencapai kesepakatan, apakah para pihak dengan bantuan Ibu

langsung merumuskan kesepakatan secara tertulis dan menandatanganinya

bersama pihak?” beliau menjawab iya, dan memang begitu seharusnya. Lau

117 Pasal 24 ayat (1) PERMA RI. No. 1 tahun 2016.
118Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Merita Selving S.H.l,.M.H. selaku Mediator, pada tangga 14
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penulis mengakhiri wawancara dengan bertanya sesuai dengan Pasal 27 ayat
(6) sebagai mediator apakah Ibu melaporkan secara tertulis keberhasilan
mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan
perdamaian tersebut? beliau menjawab “iya, karena itulah rujukan hasilnya.

Selanjutnya penulis mencoba menganalisa jawaban-jawaban yang
penulis terima dalam wawancaraini sebagai berikut.

Bahwa Mediator berhasil meyakinkan para pihak untuk segera
memberikan resume perundingan beberapa hari setelah beliau ditunjuk menjadi
mediator, ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1): “Dalam waktu paling lama 5
(lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20ayat (5) para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain
dan Mediator.”**

Selanjutnya Mediator dapat mempergunakan waktunya dengan baik,
dimana beliau menghabiskan waktu satu bulan untuk mediasi, dan setelah itu
ada perpanjangan tiga minggu. Dalam hal ini masih dapat dimaklumi sesuai
dengan Pasal 24 ayat (2-4):**

(D) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
penetapan perintah melakukanMediasi.

(@ Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Medias dapat
diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung segjak berakhir
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

@ Mediator atas permintaan Para Pihak menggukan permohonan

119 Pasal 24 ayat (1) PERMA RI. No. 1 tahun 2016.
120Pasal 24 ayat (2), (3), dan (4) PERMA RI. No. 1 tahun 2016.
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perpanjangan]angkawaktuM edi asi sebagai manadi mak sudpadaayat 3
kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya
Berhubungan dengan setelah berhasiinya mediasi dan tercapainya
kesepakatan, lalu Mediator langsung menyusun dan merumuskan kesepakatan
secara tertulis dan menandatanganinya bersama pihak, ha ini sesuai dengan
Pasal 27 ayat (1) “Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak
dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam
kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
Berhubungan dengan tindakan Mediator yang langsung melaporkan
secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan
mel ampirkankesepakatanperdamai antersebut,tel ahsesuaidenganPasal 27 ayat
(6) “‘kepada Hakim  Pemeriksa  Perkara dengan  melampirkan
K esepakatanPerdamaian.
Selanjutnya penulis akan mencantumkan isi Kesepakatan Perdamaian
dan dilanjutkan dengan analisa kesepakatan tersebut:
Pasal 1
Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sama-sama sepakat untuk
mengakhirisengketa yang sedang berlangsung di Pengadilan AgamaPalopo dalam
perkara perdata Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-Plp secara damai, musyawarah dan

kekeluargaan.

Anadisapenulis:

Mediator berhasil mendamaikan antara para pihak dengan jalan
mengakhiri sengketa antara mereka. Menurut penulis Mediator disini mampu
menerapkan konsep[keluar darikhilaf dianjurkan].

Pasal 2

Bahwa untuk mengakhiri sengketa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 diatas,
maka pembagian warisan berdasarkan dengan hukum Islam dengan bagian isteri
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(Penggugat 1/pihak pertama) mendapat 1/8 bagian, anak laki-laki dan anak
perempuan keseluruhannya sebagai ashabah dengan ketentuan untuk anak laki-
laki mendapat 2 bagian dibanding dengan anakperempuan.
Analisa Penulis:

Mediator berhasil mendamaikan antara para pihak sehingga masing-
masing sepakat menyelesaikan perkara waris ini dengan jalan kekeluargaan dan

perdamaian.Dengan demikian Mediator berhasil menerapkan prinsip sulh atau

damai yang digjarka oleh islam di dalamalquran surah a-Hujurat ayat 10 :

Ogimy? oIS A 1,257, (K5nf oo s,hi,pu "5 Ogingall )
Terjemahnya:
Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Selanjutnya Mediator juga berhasil membagi harta warisan dengan hukum
Islam. Dalam ha ini penulis memandang bahwa Mediator mampu menyakinkan
para pihak bahwa hukum Islam adalah pilihan terbaik®. Hal ini berdasarkan surat

al-Ahzab ayat36:

B e % 4/ 22 8

F.aﬁ\ 0,4.\ b 0SS Ol Ll ‘%ww e 2 m My Y, wﬁ,u O L
w\ Jl.\pd,,a.)..a_e dyﬂwu@;uﬁ)
Terjemahnya:
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi
perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan
suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan
mereka. Dan barangsigpa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka
sungguhlah diatelah sesat, sesat yang nyata.

Mediator juga berhasil menunjukkan besaran bagian jandalistri yaitu 1/8.
Menurut penulis hal ini dilakukan Mediator dengan mempedomani surat an-Nisa

ayat 12 yang mengatur bahwa janda mendapatkan 1/8 apabila suami yang
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meninggal dan meninggalkan anak.Sebagai mana dalam firman-Nya:

(,5, ¥ JJ\ "l Sl (’Q O Ol
Terjemahnya:
Bagi mereka (istri/istri-istri) seperdelapan bila kamu meninggalkan anak.
Adapun bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat anak perempuan. Hal

ini berdasarkansuratan-Nisa'ayat11,dimanaAllah berfirman:

Terjemahnya:
Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua
orang anak perempuan.

Pasal 3

Bahwa terhadap harta pada objek nomor 6 surat gugatan terdapat kesepakatan

yaitu:

1) Objek 6.1 berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 20.100 m2 yang
terletak di Jn. Durian, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Kota Paopo
dibagi menjadi 10 bahagian dan menjadi hak:

- Penggugat (anak laki-laki) mendapat 2bagian;
- Penggugat (anak perempuan) mendapat 1bagian;
- Penggugat (anak laki-laki) mendapat 2bagian;
- Penggugat (anak perempuan) mendapat 1bagian;
- Penggugat (anak laki-laki) mendapat 2bagian;
- Penggugat (anak perempuan) mendapat 1bagian;
- Penggugat(anak perempuan) mendapat 1bagian;

Analisa Penulis:
Di sini Mediator berpedoman pada suratan-Nisa‘ayat 11,yang menjadi rujukan
ataumenetapkan bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan,

Sebagaimana Allah berfirman:

Terjemahnya:
Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
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anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua
orang anak perempuan.

2) Objek 6.2 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.986 m2 terletak
dijalan Salak, Kota Palopo dibagi menjadi 4 bahagian dan menjadi hak dari:
- Tergugat (anak laki-laki) mendapat 2bagian;
- Tergugat (anak perempuan) mendapat 1bagian,
- Tergugat (anak perempuan) mendapat 1bagian,
Analisa Penulis:
DisniMediatortetap berpedoman pada suratan-Nisa ayat1l, sebagaimana pada
objek6.1.

3) Objek 6.3 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.313 m2 terletak
di Binturu,Kota Palopo jadi hak Penggugat(isteri).
Analisa Penulis:

Mediator juga berhasil menunjukkan besaran bagian janda/istri yaitu 1/8.

Menurut penulis hal ini dilakukan Mediator dengan mempedomani surat an-
Nisd ayat 12 yang mengatur bahwa janda mendapatkan 1/8 apabila suami yang

meningga meninggalkan anak.Sebagaimana dalam firman-Nya:

2 8

fng ou u_;.l_e ,Uj ?J.Q utfuu
Terjemahnya:

Bagi mereka (istri/istri-istri) seperdelapan bila kamu meninggalkan
anak.

e

4) Objek 6.4berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.007 m2 terletak di
Binturu,Kota Palopo dan
5) Objek 6.5 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.060 m2 terletak

di Binturu,Kota Palopo menjadi hak Tergugat(anaklaki-laki)
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Analisa Penulis:
Disini Mediator tetap berpedoman pada surat an-Nisad ayat 11,
sebagaimana pada objek 6.1 dan objek 6.2.

6) Objek 6.6berupa sebidang kebun seluas kurang lebih 2.355 m2 terletak di
Pongsimpin, Kota Pdopo menjadi hak semua ahli waris yaitu Para
Penggugat/pihak pertama dan Para Tergugat/pihak kedua dengan ketentuan
harta tersebut sepakat untuk dijual, dan untuk mengurus dan mencari calon
pembelinya diberikan kuasa kepada Penggugat, dan hasil penjualannya dengan
dikurangi biaya pengurusan penjualan tanah dan transportasi dibagi kepada
semuaahli waris dengan ketentuan bahwa Penggugat(isteri) mendapat 1/8
bagian, sedangkan sisanya yaitu 7/8 bagian menjadi ashabah bagi seluruh anak
dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian daripada anak perempuan.
Analisa Penulis:

Mediator kembali berhasil menunjukkan besaran bagian janda/istri
yaitu 1/8. Menurut penulis hal ini dilakukan Mediator dengan mempedomani
surat an- Nisd ayat 12 yang mengatur bahwa janda mendapatkan 1/8 apabila

suami yang meninggal meninggalkan anak.Sebagaimana firman-Nya:

(,5, V] JJ\ "l Sl (’Q O Ol
Terjemahnya:
Bagi mereka (istri/istri-istri) seperdelapan bila kamu meninggalkan anak.

Adapun bagian anak laki-laki adalah duakali lipat anak perempuan. Hal

ini berdasarkan suratan-Nisaayat11, dimanaAllah berfirman:

e e

/‘J} 2

@;;’U%YT ja.;- :};ﬁ J?:LU F%"d}f ;3

Terjemahnya:
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Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang
anak perempuan.

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa bagian masing-
masing para tergugat maupun penggugat berikut ini penulis mentabulasikannya
ke dalam tabel lampiran.

Pasal 4
Bahwa dengan ditandatanganinya surat perdamaian ini oleh kedua belah pihak,
maka sengketa dalam perkara nomor 664/Pdt.G/2018/PA-Plp antara pihak
pertama dengan pihak kedua atau Penggugat dengan Tergugat dinyatakantelah
selesal dan akan dimuat dalam putusanselesai dan akan dimuat dalam putusan
sehingga tidak akan ada gugat menggugat lagi dibelakang hari;
Analisa Penulis:
DalamhaliniM ediatorberhasilmenerapkankonsep : J}Wv&,eﬁ\y\w
[keputusan Hakim mengakhirisengketa] .
Pasal 5
Bahwa apabila salah satu pihak tidak mematuhi isi perdamaian ini, maka pihak
yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku;
Pasal 6

Bahwa surat perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan
ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dan masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi kedua belah pihak
untuk dapat dipergunakan dimana perlu, agar tidak terjadi dakwa-dakwi
dibelakang hari.

3. Putusan Sengketa Waris yang Disdesaikan melalui Medias di

Pengadilan Agama K ota Palopo

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan perkara yang

menyangkut perkaraperdata, kepada Majelis Hakim diwgjibkan untuk

mengupayakan mendamaikan terlebih dahulu antara para pihak yang
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berperkara, apakah nantinya perdamaian tersebut dilakukan di luar sistem
peradilan ataukah bukan, dan atau apakah perdamaian tersebut melibatkan
mediator atau bukan. Jika perkara dimaksud dapat siselesaikan melaui
perdamaian maka Majelis Hakim akan mengeluarkan putusan berupa Akta
Perdamaian. Sedangkan jika perdamaian tidak dapat tercapai melalui mediasi
maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara dan memasuki
duduk perkara dan selanjutnya, dan selanjutnya.

Berhubungan dengan hal ini, untuk mengetahui langkah-langkah yang
ditempuh oleh Majelis Hakim dalam melaksanakan putusan berupa Akta
Perdamaian dimana perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui medias
maka penulis melakukan penelitian (mengenai perkara waris) di Pengadilan
Agama Kota Palopo padatanggal 15 September 2021 pada pukul 15.00 WITA.

Penulis mewawancarai Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai
salah seorang anggota Hakim Pemeriksa Perkara pada sengketa waris antara
Penggugat 1 sampa dengan penggugat 8, selanjutnya disebut sebagai
penggugat, melawan tergugat 1 sampai dengan tergugat 4 selanjutnya disebut
sebagai tegugat.

Surat gugatan dimaksud didaftarkan pada tanggal 20 November 2015
dengan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-Plp, duduk perkaranya adalah warisan yang
belum pernah dibagi tehitung sgjak 23 Me 1985 dimana saat itu pewaris
meninggal dunia,setelah itu harta warisan tersebut di kuasai oleh tergugat
dalam hal ini adalah sebagai anak dari istri pertama pewaris dan disebut

sebagal tergugat, bahwa dalam hal itu pewaris menikah lagi dan dikaruniai 7
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orang anak dan disebut sebagai penggugat,bahwa dalam hal ini karena objek
yang dikuasai oleh pihak tergugat tidak ingin membanginya karena menurutnya
harta tersebut adalah milik sepenuhnyamaka pihak penggugat yang merasa
hak nya tidak diberikan dan merasa dirugikan mengagujakan gugatan
diPengadilan Agama Kota Palopo. Lalu Magelis Hakim menggelar perkara,
dan para pihak sepakat menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa dan
menempuh jalur damai, musyawarah dan kekeluargaan dengan didampingi
seorang mediator.**

Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2018 dihadapan Mediator Merita
Selving,S.H.l.,M.H.. dan kedua pihak dibacakanlah isi perdamaian tersebut,
lalu masing-masing pihak menyatakan menyetujui dan dapat menerimaisi Akta
Perdamaian. Dengan demikian pada tanggal 16 Februari 2018 Majelis Hakim
mengadili:**

1 Menghukum kedua pihak berperkara, yaitu Para Penggugat dan Tergugat-
Tergugat untuk menaati dan melakasanakan Akta Perdamaian sebagaimana
tersebut diatas;

2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkaraini sebesar Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan putusan
sengketa waris yang diselesaikan melaui mediasi ini, penulis membagi
pertanyaan dalam wawancara ini kepada sub permasalahan sebagai berikut,

pertama: berhubungan dengan keabsahan Hakim Pemeriksa Perkara, kedua:

berhubungan dengan pramediasi, ketiga: berhubungan dengan pemilihan

121Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.l. selaku Hakim Anggota (Hakim
Pemeriksa Perkara) pada pada tanggal 15 September Juni 2021 pada pukul 15.00 WITA

122Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Merita Selving S.H.l,.M.H. selaku Mediator, pada tangga 14
Septemberi 2021 pukul 16.00
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mediator, dan keempat: berhubungan denganpascamediasi.
1 Keabsahan Hakim Pemeriksa Perkara
Memulai wawancara dengan Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.,
penulis memulai dengan mengajukan pertanyaan “merujuk pada PERMA
RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, asal
1 ayat (12), siapakah yang menunjuk Bapak untuk menjadi Hakim
Pemeriksa Perkara pada perkaraa ini ? ” beliau menjawab:
“saya/kami ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo dan
jumlah hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pemeriksa Perkara kami 2
orang terdiri dari Bapak Muh. Gazdi Yusuf, SAg, selaku Ketua, dan
Bapak Mohammad  shofi Hidayat, S.H.l. selaku Anggota , adapun
paniteranya adalah Bapak ShafarArfah,S.H.M.H.”*?®
Dari hasil wawancara diatas penulis akan menganalisanya sebagai
berikut:
Bahwa pengangkatan para Hakim Pemeriksa Perkara dilakukan oleh
Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, halini sesuai dengan Pasal 1 ayat
(12) Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim  yang ditunjuk
olehketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara. Adapun
majelis yang terdiridari2orang,menurut Bapak Mohammad Shofi
Hidayat,S.H.l. Dikarenakan perkara yang di hadapi termasuk perkara
ringan, sehingga tidak membutuhkan banyak hakim.
2 Pramedias

Untuk mencari penyelesaian yang berhubungan dengan sub

permasalahan  pramediasi, penulis menyampaikan  pertanyaan

123Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.l. selaku Hakim Anggota (Hakim
Pemeriksa Perkara) pada padatanggal 15 September Juni 2021 pada pukul 15.00 WITA
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“sebagaiamana dekatuhi, sesuai dengan Pasal 17 ayat (1), bahwa Hakim
Pemeriksa Perkara mewagjibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada
hari sidang pertama, apakah ini telah Bapak lakukan?” beliau menjawab :

“ia, itu sudah pasti karena itu bagian dari Hukum Acara Perdata dan
berdasarkan Pasal 17 (2), apakah para pihak yang perperkara hadir juga
pada saat itu, semuanya hadir.” Selanjutnya penulis bertanya kembali
“berdasarkan Pasal 17 ayat (3), apakah Bapak dalam sidang yang

dimaksud juga menerangkan prosedur mediasi kepada para pihak?” beliau

menjawab “ia.”***semuanya hadir.” Selanjutnya penulis bertanya kembali

“berdasarkan Pasal 17 ayat (3), apakah Bapak dalam sidang yang
dimaksud juga menerangkan prosedur mediasi kepada para pihak?”” beliau
menjawab “ia.

Selanjutnya penulis meneruskan pertanyaan yang berhubungan
dengan Pasal 17 ayat (7) “selaku Hakim Pemerkisa Perkara apakah Bapak
menerangkan hal-hal sebagai berikut:'?

a. Pengertian dan manfaat mediasi?” beliau menjawaba“ia.”.

b. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi
berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses
mediasi?” beliau menjawaba“ia.”.

c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim
dan bukan pegawai pengadilan?” beliau menjawaba“ia.”.

d. Kewgjiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi
berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses

mediasi?” beliau menjawaba“ia.”

e. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim

124Pasal 17 ayat (1) PERMA RI, 1 Tahun 2016.

125Pasal 17 ayat (6) dan (7) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016.
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dan bukan pegawai pengadilan?” beliau menjawaba“ia.”

f. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta
perdamaian atau pencabutan gugatan?” beliau menjawaba“ia.”

0. Kewgjiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan
mediasi?” beliau menjawab “ia.

Selanjutnya penulis pula bertanya tentang hal-hal yang berkaitan
dengan penyerahan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang
memuat pernyataan bahwa para pihak:

a. Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim

Pemeriksa Perkara?” belaiu menjawab“ia.”

b. Memahami dengan baik prosedur mediasi?” beliau menjawab “ia,
sebagian besar  diantara mereka dapat memehaminya denganbaik.”
c. Bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik?” beliau menjawab

“la, semua bersedia menempuhmediasi.

Untuk mengakhiri wawancara pada sub permasalahan ini penulis
bertanya “berdasarkan Pasal 17 Ayat (9), apakah para pihak dan Kuasa
Hukumnya menandatangani formulir penjelasan mediasi?” beliau
menj awab:

“la, itu merupakan bagian yang harus dikerjakan, kerena mereka telah
menyepakati akanmengakhiri sengketa dan menyelesaikannya melalui
mediasi. Dan penulis bertanya pula, berdasarkan Pasal 17 ayat (10),
apakah keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara
dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi dimuat dalam berita

acara sidang?” beliau menjawab “ia, itu bagian dari berita acara sidang.*®

Selanjutnya jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak Mohammad

126Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.l. selaku Hakim Anggota(Hakim
Pemeriksa Perkara) pada padatanggal 15 September Juni 2021 pukul 15.00 WITA
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Shofi Hidayat, S.H.I. di atas akan penulis analisa sebagai berikut:

Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara pada gelar perkara mewajibkan para
pihak untuk menempuh jalur medias terlebih dahulu sebelum masuk pada
pokok perkara karena itu merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata,
hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) “Pada hari sidang yang telah
ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim Pemeriksa Perkara
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.”*?’ Selain mewajibkan
para pihak untuk menempuh mediasi Hakim Pemeriksa Perkara juga
menerangkan prosedur mediasi, ini sesua dengan Pasal 17 ayat (6)
“Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada
Para Pihak. Sementara pada ayat dikatakan”:**® Adapun rincian yang harus
dijelaskan terdapat pada ayat (7).

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)melipuiti:

a. Pengertian dan manfaatmediasi;

b. Kewagjiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi
berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses
mediasi;

c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim
dan bukan Pegawai Pengadilan;

d. Pilihan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian melalui Akta
Perdamaian atau pencabutan gugatan;dan

e. Kewgjiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan

127Pasal 17 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016
128Pasal 17 ayat (6) dan (7) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016.
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mediasi.

Selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara juga telah menyerahkan
formulir penjelasan mediasi kepada para pihak, yang memuat pernyataan
bahwa para pihak: pertama: memperoleh penjelasan prosedur Medias
secara lengkapdari Hakim pemeriksa Perkara; kedua: memahami dengan
baik prosedur mediasi; dan ketiga: bersedia menempuh mediasi dengan
iktikad baik.

Apa yang dilakukan oleh Hakim Pemeriksa Perkara di atas telah
sesuai dengan Pasal 17 ayat (8) yang mengatakan:**°

“Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi
kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak:

a  Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim

PemeriksaPerkara;

b. Memahami dengan baik prosedur mediasi;dan
c. Bersediamenempuh medias dengan iktikadbaik.

Adapun yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh Hakim
Pemeriksa Perkara daam memerintahkan para pihak untuk
menandatangani formulir penjelasan mediasi telah sesuai dengan Pasal 17
Ayat (9) “Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah
memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan

satu  kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas

129Pasal 17 ayat (8) PERMA RI. No.1 Tahun 2016.
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perkara.”**°

Adapun yang berhubungan dengan dimasukkannya keterangan
mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan
formulir penjelasan mediasi oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah sesuai
dengan Pasal 17 ayat (10) sebagaimana dikatakan “Keterangan mengenai
penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir
penjelasan Medias sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat
dalam berita acara sidang.”***
Pemilihan Mediator

Berhubungan dengan sub permasalahan pemilihan Mediator, penulis
mengajukan dua pertanyaan dengan merujuk pada Pasal 19 ayat (1) dan
Pasal 20 ayat (1) PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses
Mediasi di Pengadilan. Penulis memulai dengan pertanyaan “sebagaiman
Pasal 19 ayat (1) mengenai pemilihan Mediator, dalam hal ini siapakah
yang memilih Mediator?” beliau menjawab “Mediator dipilih oleh para
pihak. Selanjutnya penulis mengakhiri pertanyaan dengan mengajukan
“pastinya kapan para pihak memilih Mediator?” belaiu Menjawab “pada
saat gelar perkara

Selanjutnya penulis akan menganalisa kedua jawaban yang diberikan
oleh Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.HI di atas sebagai berikut:

Bahwa tentang pemilihan Mediator yang merupakan pilihan para

pihak yang berperkara, sementara Hakim Pemeriksa Perkara hanya

130Pasal 17 ayat (9) PERMA RI. No.1 Tahun 2016
131Pasal 17 ayat (10) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016
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menawarkan sgja, telah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1),**? sebagaimana
dikatakan “Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang
tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. Dalam hal ini para pihak
memilih satu Mediator sgja yaitu lbu Merita Selvina.S.HI.M.H. Adapun
tentang pemilihan Mediator yang dilakukan pada saat gelar perkara juga
telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1):

“Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan mediasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara
mewagjibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari
berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang
mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan
Pegawai Pengadilan. ***

Selanjutnya penulis bertanya pula berapa lamakah, setelah ternyata,
Daam hal ini para pihak berhasil menyepakati pemilihan Mediator pada
hari itu juga, dan mereka tidak perlu memikirkan biaya Mediator karena
mereka memilih Mediator Hakim dari Pengadilan setempat

4. Pascamediasi

Berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan
pascamediasi penulis menyediakan beberapa pertanyaan. Penulis memulai
dengan pertanyaan“Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1), selaku Hakim
Pemeriksa Perkara, setelah menerimakesepakatan perdamaian, apakah
Bapak segera mempelgjari danSelanjutnya penulis bertanya pula berapa
lamakah, setelah ternyata, kesepakatan perdamaian dimaksud memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), lalu Hakim

132Pasal 19 ayat (1) PERMA RI NO. 1 Tahun 2016
133Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.l. selaku Hakim Anggota(Hakim

Pemeriksa Perkara) pada padatanggal 15 September Juni 2021 pukul 15.00 WITA
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Pemeriksa Perkara menentukan hari sidang untuk membacakan Akta
Perdamaian?,” belau menjawab  “kami  butuh dua minggu
untukmenentukannya.”***

Setelah mendapat jawaban pada wawancara sebagaimana di atas,
maka penulis menganalisa jawaban-jawaban tersebut sebagai berikut:

Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara membutuhkan waktu dua minggu
untuk mempelgari dan meneliti kesepakatan perdamaian sesuai pasal 27
ayat(2), padaha aturan mengatakan hanya dua hari'®.hal ini disebabkan
banyaknya perkara yang harus diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan
Agama Palopo ini.Sementara itu kesepakatanperdamaian ternyata telah
memenuhi ketentuan sebagiamana yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (6),
karena setelah diperiksa ternyata tidak memuat ketentuan yang:

a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ataukesusilaan;
b. Merugikan pihak ketiga;atau
c. Tidak dapatdilaksanakan.

Berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan olehHakimPemeriksa
Perkara, dua  minggu, untuk  menentukan  hari sidang
untukmembacakanAkta
Perdamai an,padahal aturanmenentukanhanyatigahari,halinijugadi sebabkan
ol ehbanyaknyaperkarayangharusditangani diperiksadiPengadilan Agama
PdopoLalu selanjutnya pada tanggal yang telah ditentukan pada 16

Februari 2018.

134Pasal 27 ayat (2) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016.
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Majelis Hakim mengadili:

1 Menghukum kedua pihak berperkara, yaitu Para Penggugat dan
Tergugat- Tergugat untuk menaati dan melakasanakan Akta
Perdamaian sebagaimana tersebut diatas;

2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu
ribu rupiah)

Jadi demikanlah putusan yang dijtuhkan oleh Majelis Hakim sebagai
Hakim Pemeriksa Perkara pada sengekta yang dimaksud, putusan ini
dijatunkan kepada para penggugat dan para tergugat, yang intinya hanya
menaati dan melaksanakan Akta Perdamaian, disamping itu menghukum
para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini.Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), lalu Hakim Pemeriksa
perkara menerbitkan penetapan sidang untuk membacakan akta
perdamaian.'®

Adapun yang berhubungan dengan bagian dari warisan yang menjadi

bagian masing-masing pihak tidak dimasukkan sebagal bagian dari

putusankarenatelah termuat di dalam AktaPerdamaian.

135Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk
membacakan Akta Perdamaian
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab 1 sampai dengan bab 4 dapatlah penulis

simpulakan sebagaiberikut:

1. Pengadilan Agama Palopo berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesailkan pada tingkat sengketa waris antara orang-orang yang
beragama Islam. Selain itu berwenang pula melakukan penetapan
mengenal siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-
masing ahli waris. Sengketa waris yang dapat digjukan ke Pengadilan
Agama Palapo. Sengketa waris bila ingin mendapatkan penguatan dari
Pengadilan Agama, harus mengajukan kesepakatan perdamaian kepada
Pengadilan dengan cara mengajukan gugatan.

2. Mediator merupakan pilihan para pihak yang berperkara, lalu ditetapkan
oleh Ketua Pengadilan Agama Palopo. Mediator bertindak netrd dan
berusaha membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan
caramemutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Medias berjalan
tertutup, dan dilakukan di ruang medias Pengadilan Agama Palopo.
Selama mediasi berjalan, para pihak beritikad baik, dan mediasi selalu
dihadiri semua pihak atau kuasahukumnya.

3. Hakim Pemeriksa Perkara ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Palopo,
berjumlah Dua orang terdiri dari satu orang ketua, dan satuorang anggota.
Hakim Pemeriksa Perkara mewagjibkan para pihak untuk menempuh
mediasi pada hari sidang pertama, juga menerangkan prosedur mediasi,
pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri
langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak
beriktikad baik dalam proses mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat

penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawa Pengadilan, pilihan
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menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian,

kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasanmediasi.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka penulis berkeinginan

mengaj ukan beberapa saran sebagai berikut:

1

Setiap sengekta bak kecil maupun besar, sebaiknya diupayakan
penyelesaiannya di luar sistem Pengadilan. Walaupun seandainya sengketa
harus diselesaikan di Pengadilan hendaknyajalur perdamaian melalui mediasi.
Bila mengajukan gugatan ke pengadilan maka buatlah gugatan dengan sebaik
dan selengkapnya agar terhindar dari obscur libel atau gugatan dianggap kabur
juga agar terhindar dari error in person atau kesalahan orang yangdituju.
Untuk meenjadi seorang Mediator yang baik hendaklah mengikuti mekanisme
dan aturan mengenai tatacara dan mediasi, dan yang terpenting tetap
mempedomani PERMA tentang mediasi. Disamping itu hendaklah selalu
berorientas pada kemaslahatan yang akan diraih baik oleh para pihak, oleh
Mediator, maupun oleh lembaga peradilan jika mediasi tersebut berhasil
dengan cepat dan kesepakatan yang baik danadil.

Menjadi seorang Hakim Pemeriksa Perkara dalam setiap sengekta hendaknya
selau berorientasi pada penyelesaian perkara dengan jalan yang mudah, cepat
dan biaya ringan. Disamping itu hendaknya menjatuhkan putusan yang
bersifat saling menguntungkan atau win-win solution.
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Lampiran Pedoman Wawancara

1. Mekanisme Pengajuan Gugatan Waris di Pengadilan Agama K ota Palopo

Bahwa untuk mengetahui wewenang pengadilan agama kota palopo di

dadam mekanisme pengguan gugatan waris  penulis menemui dan

mewawancarai Bapak Shafar Arfah.SH. M.H, (panitera Pengadilan Agama
Pal opo).

Untuk mempermudah mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan
permasalahan yang sedang diteliti, maka penulis membagi pertanyaan
kedalam beberapa sub permasalahan, yaitu,
pertama: yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan agama kota
palopo di bidang perkarawaris,

1. apakah ada pemangkasan kewenangan Pengadilan Agama kota
Palopo khususnya di bidang waris ?
2. bagaimana proses sengketa waris yang diselesaikan di Pengadilan
Agama K ota Palopo?
kedua: mekanisme pengajuan gugatan di Pengadilan Agama kota Palopo, dan
ketiga : berhubungan dengan syarat formil sebuah gugatan.
1. bagaimanakah cara memasukkan gugatan waris di Pengadilan Agama
K ota Pal opo?”
2. apayang dimaksud dengan Gugatan?
3. apakah gugatan langsung diserahkan kepada K etua Pengadilan?
4. bagaimana bentuk syarat formil sebuah gugatan?
5. apakah hanyaitu sgja yang menjadi syarat sebuah gugatan?
2. Medias Sengketa Warisyang di L aksanakan oleh Mediator di Pengadilan
Agama Kota Palopo

Untuk mengetahui bagaimanakah upaya Mediator dalam membantu para
pihak yang berperkara dalam penyelesaian sengketa maka penulis
mewawancarai |bu Merita Selvina,S.H.M.H beliau adalah Mediator pada
sengketa waris Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-PLP.

Agar inti permasalahan yang penulis teliti dapat terjawab dengan baik



dan efesien maka penulis membagi permasalahan kepada lima sub
permasalahan, yaitu; keabsahan Mediator, sifat proses mediasi, tugas Mediator,
proses pemanggilan para pihak, tahapan proses dan hasil:

a. Keabsahan Mediator

1. Sesua dengan Pasa 1 ayat (2)PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang
Proses Mediasi di Pengadilan, dalam hal ini apakah Ibu seorang hakim
di Pengadilan Agama Palopo ini atau pihak lain di luar Pengadilan?”,

2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5), siapakah yang menunjuk Ibu untuk
menjadi Mediator pada perkaraini?

b. Sifat ProsesMediasi

1. Sesua dengan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (1) PERMA RI. No. 1
Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, “bahwa mediasi
pada dasarnya bersifat tertutup, dalam hal ini apakah mediasi yang ibu
jalankan tertutup atau terbuka?

2. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) apakah ada pihak yang dianggap penting
tidak hadir?

3. Sesua Pasal 5 ayat (3) selama mediasi berjalan, apakah ada pihak yang
dianggap penting tidak hadir, lalu medias dilakukan melalui perantara
media audiovisual ?

c. Tugas dan Peran Mediator

1. Sesua dengan Pasa 14 PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses
Mediasi di Pengadilan,”apakah saat memulai mediasi Ibu telah
menjalankan tugas dan peran dengan baik seperti sebaga mediator
harus memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para
pihak saling menyapa dan menunjukkan sifat i’tikad baik?

2. Masih merujuk pada Pasal 14, penulis kembali bertanya “apakah selaku
mediator Ibu juga menjaankan tugas-tugas dan peran sebagai berikut:”
a) Menyusun
b) Mengis formulir
c) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan

permasal ahan dan usulan perdamaian.



d) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan
berdasarkan skala proritas?

Masih berdasarkan Pasal 14, selain itu apakah Ibu memfasilitasi dan

mendorong para pihak untuk:

a) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak.

b) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Cc) Membantu para pihak daam membuat dan merumuskan
kesepakatan perdamaian.

d) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau
tidak dapat dilaksanakannya medias kepada hakim pemeriksa
perkara.

€e) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan

menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.

d. Proses Pemanggilan ParaPihak
1. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016

Tentang Proses Medias di Pengadilan, setelah Ibu mendapatkan
penetapan sebagal Mediator, kapan ibu menetapkan jadwal mediasi?
Sesual dengan Pasal 21 ayat (2) sigpakah yang melakukan pemanggilan
para pihak yang berperkara?

Sesual Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 23 ayat (1), apakah ada dari kedua
bela pihak atau diantara pihak (penggugat-tergugat) yang ber i’tikad
tidak baik?

e. Tahapan Proses dan AkhirMedias

1

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016
Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, kapan pastinya para pihak
menyerahkan resumekepada |bu?

Sesual Pasal 24 ayat (2), berapalamakah mediasi berlansung?
Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) apakah ada pihak lainyang terlibat di
dalam mediasi ini, seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat?
Berdasarkan Pasal 27 ayat (1), setelah mediasi berhasil mencapai

136Pasal 21 Ayat (1) PERMA RI. No. 1 tahun 2016.



kesepakatan, apakah para pihak dengan bantuan Ibu langsung
merumuskan kesepakatan secara tertulis dan menandatanganinya
bersama pihak?
3. Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan melalui Mediasi di Pengadilan
Agama K ota Palopo
Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh Mgjelis Hakim
dalam menetapkan putusan berupa Akta Perdamaian dimana perkara tersebut
berhasil diselesalkan melaui medias maka penulis melakukan penelitian
(mengenal perkara waris) di Pengadilan Agama Kota Palopo.Penulis
mewawancarai Bapak Mohammad Shofi Hidayat, SH.I. sebagai salah
seorang anggota Hakim Pemeriksa Perkara pada sengketa warisSurat gugatan
Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-Plp
Untuk mengefisinsikan pembahasan penulis membagi pertanyaan dalam
wawancara ini kepada sub permasalahan;pertama: berhubungan dengan
keabsahan Hakim Pemeriksa Perkara, kedua: berhubungan dengan pramedias,
ketiga: berhubungan dengan pemilihan mediator, dan keempat: berhubungan
denganpascamediasi.
a.  Keabsahan Hakim Pemeriksa Perkara
Merujuk pada PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di  Pengadilan,asal 1 ayat (12), siapakah yang menunjuk
Bapak untuk menjadi Hakim Pemeriksa Perkara pada perkaraaini?
b. Pramediasi
1. Sebagaiamana dekatuhi, sesuai dengan Pasal 17 ayat (1), bahwa Hakim
Pemeriksa Perkara mewagjibkan para pihak untuk menempuh mediasi
pada hari sidang pertama, apakah ini telah Bapak |akukan?
2. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3), apakah Bapak dalam sidang yang
dimaksud juga menerangkan prosedur mediasi kepada para pihak?
3. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3), apakah Bapak dalam sidang yang
dimaksud juga menerangkan prosedur mediasi kepada para pihak?
4. Berdasarkan Pasal 17 ayat (7) “selaku Hakim Pemerkisa Perkara apakah
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Bapak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(a) Pengertian dan manfaat mediasi?

(b) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan
mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik
dalam proses mediasi?

(c) Biayayang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim
dan bukan pegawai pengadilan?

(d) Kewagjiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan
mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik
dalam proses mediasi?

(e) Biayayang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim
dan bukan pegawai pengadilan?

(f) Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melaui akta
perdamaian atau pencabutan gugatan?

(g) Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan
mediasi?” beliau menjawab “ia.

Penyerahan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang

memuat pernyataan bahwa para pihak:

(@ Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari
Hakim Pemeriksa Perkara?

(b) Memahami dengan baik prosedur mediasi?

(c) Bersediamenempuh mediasi dengan iktikad baik?

Berdasarkan Pasal 17 Ayat (9), apakah para pihak dan Kuasa

Hukumnya menandatangani formulir penjelasan medias

c. Pemilihan Mediator

1

Merujuk pada Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) PERMA RI.
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Medias di Pengadilan, siapakah
yang memilih Mediator?

Pastinya kapan para pihak memilih Mediator?

137Pasal 17 ayat (6) dan (7) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016.



d. Pascamedias
Sesua dengan Pasal 28 ayat (1), selaku Hakim Pemeriksa Perkara, setelah
menerimakesepakatan perdamaian, apakah Bapak segera mempelgari dan
Selanjutnya penulis bertanya pula berapa lamakah, setelah ternyata,
kesepakatan perdamaian dimaksud memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ldu Hakim Pemeriksa Perkara

menentukan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian?



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-PLP

Pada hari ini Jumattanggal 16 Februari 2018di depan sidang

Pengadilan Agama Palopo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada
tingkat pertama telah datang menghadap para pihak sebagaimana
tersebut di bawabh ini, yang masing-masing:

1

Penggugat, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS,
tempat tinggal di jalan Merdeka no. 09 , Kecamatan Wara Timur, Kota
Palopo;

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat
tinggal di Binturu, Kecaman Wara Selatan KotaPalopo;

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat
tinggal di Binturu Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat
tinggal di jalan Andi Mappanyompa 7 no. 27 Malatunrung, Kecamatan
Wara Timur Kota Palopo;

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
tempat tinggal di Komplek Bumi Permai 330 Murante,Kecamatan
Mungkajang, Kota Palopo;

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat
tinggal di jalan Ahmad Razak Binturu, Kecamatan wara selatan, Kota
Palopo;

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat
tinggal di Sampoddo , Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
Pengguugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai
honor,tempat tinggal di Balandai no. 09 , Kecamatan Bara, Kota
Palopo;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat | s/d Penggugat VIII.
Parapenggugat/pihak pertama.

Melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota
Palopo sebagai Tergugatl,

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS,
tempat tinggal di Perumahan Merdeka , Salekoe , Kecamatan Wara
Timur, Kota Palopo Tergugatll;

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat
tinggal diSongka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai
Tergugatlll;



4. Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat
tinggal di jalan Islamic Center ,Binturu, KecamatanWara Selatan.
disebut sebagai Tergugat IV, Selanjutnya kesemuanya disebut
sebagai Para Tergugat/PihakKedua,

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan bersedia
untuk mengakhiri sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan
Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-Plp, tanggal 20 November 2015 dengan
sebuah Akta Perdamaian, dan untuk hal tersebut kedua pihak telah
membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam Akta Perdamaian
dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Penggugat I/pihak pertama adalah isteri kedua dari
alm. Abdul Djalil yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei1998;

- Bahwa dalam perkawinannya dengan Abdul Djalil mempunyai 7 orang
anak yaitu Penggugat Il s/d Penggugat Vlll/pihakpertama;

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon/Penggugat I/pihak
pertama, Abdul Dijalil telah menikah dengan R.l. Ma’rifah dan
mempunyai 4 orang anak yang disebut sebagai Para
Tergugat/pihakkedua;

- Bahwa RI. Ma'rifah telah meninggal dunia pada tahun1966;

- Bahwa Abdul Djalil telah meninggalkan harta bawaan yang menjadi
harta warisan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat
tertanggal 20 November 2015 yang terdaftar di Pengadilan Agama
Palopo Nomor 493/Pdt.G/2015/PA-Plp yaitu point 6 suratgugatan;

- Bahwa terhadap harta warisan sebagaimana tersebut diatas sampai
saat ini belum pernahdibagi;

- Bahwa dari hasil mediasi, Para penggugat dan para Tergugat
menyatakan sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara
musyawarah dan kekeluargaan dengan ketentuan-ketentuan
sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dibawabhini:

Pasal 1
Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sama-sama sepakat untuk
mengakhir sengketa yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama
Palopo dalam perkara perdata Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-Plp secara
damai, musyawarah dan kekeluargaan;

Pasal 2
Bahwa untuk mengakhiri sengketa sebagaimana disebutkan dalam pasal
1 diatas, maka pembagian warisan berdasarkan dengan hukum Islam
dengan bagian isteri (Pemohon/Penggugat I/pihak pertama) mendapat 1/8
bagian, anak laki-laki dan anak perempuan keseluruhannya sebagai
ashabah dengan ketentuan untuk anak laki-laki mendapat 2 bagian
dibanding dengan anakperempuan;



Pasal 3

Bahwa terhadap harta pada objek nomor 6 surat gugatan terdapat

kesepakatan yaitu:

1. Objek 6.1 berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 20.100
m2yang terletak di jl| Durian Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara
(dahulu Kecamatan Wara,Kota Palopo. dibagi menjadi 10 bahagian
dan menjadi hakdari:

- Penggugat(anak laki-laki) mendapat 2bagian;

- Penggugat(anak perempuan) mendapat 1bagian;

- Penggugat(anak laki-laki) mendapat 2bagian;

- Penggugat(anak perempuan) mendapat 1bagian;

- Penggugat(anak laki-laki) mendapat 2bagian;

- Penggugat(anak perempuan) mendapat 1bagian;
Penggugat(anak perempuan) mendapat 1bagian;

2. Objek 6.2 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.986

m2 terletak di jalan Salak,Kota Palopo.dibagi menjadi 4 bahagian dan

menjadi hak dari:

- Tergugat(anak laki-laki) mendapat 2bagian;

- Tergugat(anak perempuan) mendapat 1bagian;

- Tergugat(anak perempuan) mendapat 1bagian;

Objek 6.3 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.313

m2 terletak di Binturu Kecamatan Wara Selatan,Kota Palopo menjadi

hak Penggugat(isteri);

Objek 6.4 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.007

m2 terletak di Binturu Kecamatan Wara Selatan,Kota Palopo dan

objek 6.5 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.060

m2 terletak di Binturu Kecamatan Wara Selatan,Kota Palopo menjadi

hak Tergugat(anak laki-laki);

Objek 6.6 berupa sebidang kebun seluas kurang lebih 2.355 m2

terletak di pongsimpin,Kota Palopo menjadi hak semua ahli waris yaitu

Para Penggugat/pihak pertama dan Para Tergugat/pihak kedua

dengan ketentuan harta tersebut sepakat untuk dijual, dan untuk

mengurus dan mencari calon pembelinya diberikan kuasa kepada

Penggugat, dan hasil penjualannya dengan dikurangi biaya

pengurusan penjualan tanah dan transportasi dibagi kepada semua

ahli waris dengan ketentuan bahwa Penggugat(isteri) mendapat 1/8

bagian, sedangkan sisanya yaitu 7/8 bagian menjadi ashabah bagi

seluruh anak dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian
daripada anak perempuan;

w
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Pasal 4
Bahwa dengan ditandatanganinya surat perdamaian ini oleh kedua belah
pihak, maka sengketa dalam perkara nomor 664/Pdt.G/2018/PA-Plp
antara pihak pertama dengan pihak kedua atau Penggugat dengan



Tergugat dinyatakan telah selesai dan akan dimuat dalam putusan
sehingga tidak akan ada gugat menggugat lagi dibelakang hari;

Pasal 5
Bahwa apabila salah satu pihak tidak mematuhi isi perdamaian ini, maka
pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 6
Bahwa surat perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai
cukup dan ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dan
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat
bagi kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan dimana perlu, agar
tidak terjadi dakwa-dakwi dibelakang hari;

Setelah isi Akta Perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis
pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2018 dihadapan Mediator Merita
Selvina,S.H.I,.M.H., dan dibacakan dihadapan kedua pihak, dan Kedua
Pihak menyatakan menyetujui dan dapat menerima seluruh isi Akta
Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 664/Pdt G/2018/PA-PLP

, " o {
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca akta perdamaian tersebut di atas; Telah mendengar
kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Perma Nomor 01 Tahun 2008 serta
ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua pihak berperkara, yaitu Para Penggugat dan
Tergugat Tergugat untuk menaati dan melakasanakan Akta
Perdamaian sebagaimana tersebut diatas

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu
ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palopo

dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 16

Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal



1439 Hijriyah, oleh Kami Drs. Al Azhary, SH., MH., sebagai Ketua
Majelis, Muhammad shofi Hidayat, S.HI. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shafar Arfah,S.H.,M.H., sebagai
Panitera yang mencatat jalannya persidangan perkara ini, dengan dihadiri
oleh Para Penggugat/dan ParaTergugat;

Ketua Majelis dto.
Drs. Al Azhary, SH., MH.,

Hakim Anggota
dto.
Muhammad shofi Hidayat, S.HI.

Panitera
dto.
Shafar Arfah,S.H..M.H.,

Perincian BiayaPerkara:

1. BiayaPendaftaran Rp. 30.000,-
2. BiayaProses Rp. 50.000,-
3. BiayaPanggilan Rp.950.000,-
4. BiayaMeterai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
Jumlah Rp.1.041.000,-

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah)
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